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KATA PENGANTAR

Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas limpahan kasih dan anugerah-Nya sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini adalah bagian dari SAKIP yang merupakan salah satu cara perbaikan
kinerja organisasi yang harus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan
pemerintahan yang akuntabel yaitu upaya untuk menginformasikan
pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
selama Tahun 2021 terkait penyelenggaraan, pelaksanaan kebijakan program dan
kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku kurun waktu
Tahun 2019-2024.

Pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku di
Tahun 2021 ini tidak terlepas dari kerja keras, kerja sama dan kerja bersama

semua pihak dalam perumusan kebijakan serta implementasi dan pengawasannya.
Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan dalam
penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun demi
penyempurnaan penyusunannya sangat kami harapkan untuk penyusunan LKIP
pada tahun mendatang.
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Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
dukungan dan partisipasi sehingga terlaksananya program dan kegiatan pada
tahun 2021 sampai pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 ini, sebagai komitmen
kami untuk meningkatkan kinerja secara akuntabel.

Ambon, Januari 2022

KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI MALUKU,

ELVIS PATTISELANNO, S.E, M.Si.
Pembina Utama Madya

NIP. 19620114 198803 1 008
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
merupakan wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi organisasi,
laporan ini menguraikan sasaran dan permasalahan strategis seperti yang
tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan menjelaskan perencanaan kinerja sesuai
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Tahun 2021 dan menyajikan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang
meliputi capaian dan akuntabilitas kinerja. Laporan kinerja ini adalah bentuk

transparansi dan akuntabilitas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Maluku dalam melaksanakan berbagai kewajiban sesuai tugas pokok dan
fungsinya atas penggunaan sumber daya dan pembelanjaan sesuai dengan
rencana kerja secara signifikan dan efektif dalam memberikan kontribusi terhadap
Pembangunan Daerah Maluku.

Laporan kinerja ini memuat capaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku pada Tahun 2021 yang telah dimuat dalam
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yaitu (1) Meningkatnya Kinerja Layanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku; (2) Meningkatnya
Pertumbuhan Industri; (3) Meningkatnya Cakupan Bina Keleompok Pengrajin; (4)
Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang; (5) Stabilnya Harga Bahan
Pokok; (6) Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas; dan (7) Meningkatnya
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Secara umum dapat disampaikan bahwa dalam mewujudkan sasaran-sasaran
kinerja yang ditargetkan pada Tahun 2021, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2021 dapat memperoleh hasil rata-rata
capaian kinerja sebesar 113,5 % dengan kategori nilai “Sangat Memuaskan”.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku

yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
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sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 17.370.260.146,- dan
terealisasi penyerapannya sebesar Rp. 17.127.807.253,- atau sebesar 98,6 %.

Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui
DIPA yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun
2021 sebesar Rp. 2.511.129.000,- dan terealisasi penyerapan sebesar Rp.
2.496.213.500,- atau sebesar 99,4 %.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, disebutkan daerah otonom berhak, berwenang, dan

sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah,

dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan
pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan

potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis,
transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku
penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat melaksanakan hak dan
kewajiban berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik dan bersih
(Good Governance and Clean Government).

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
memanfaatkan hak yang diberikan terlihat dari capaian keluaran dan
program kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan
evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan utama
adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
upaya peningkatan kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
penyelenggaraaan pemerintahan.

Penguatan terhadap akuntabilitas kinerja merupakan salah satu upaya
yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik, meningkatnya kapasitas birokrasi. Penguatan akuntabilitas

kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
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Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Peraturan-peraturan dimaksud
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang

dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan
akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan yang tercermin dari
pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran
target yang telah ditetapkan. Laporan kinerja dimaksud dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan pemerintahan provinsi
ke depan terkait dengan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

I.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah diatur melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2017
tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah Provinsi Maluku. Adapun penjabaran tugas dan fungsi Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:
1. Tugas Pokok
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku mempunyai tugas
pokok yaitu; Melaksanakan Kewenangan Desentralisasi Dan
Tugas Dekonsentrasi Di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

2. Fungsi
Fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

a. Merumuskan program di bidang perindustrian dan perdagangan
sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA)/Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Merumuskan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. Melaksanakan tugas pembantuan bidang perindustrian dan

perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Menyelenggarakan pembinaan teknis di bidang perindustrian dan

perdagangan;
e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan semua satuan kerja di

lingkungan dinas perindustrian dan perdagangan dalam
melaksanakan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan
perdagangan;

f. Menetapkan pedoman tata cara pemberian ijin dan pelaksanaan
layanan umum bidang perindustrian dan perdagangan sesuai
ketentuan yang berlaku;

g. Membina, mengawasi, mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas
dinas kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas
sesuai ketentuan yang berlaku;

h. Menyelenggarakan tata usaha dinas;
i. Membina dan memberi petunjuk/arahan bagi pelaksanaan tugas

bawahan serta menilai prestasi kerja serta bawahan sebagai bahan
pertimbangan pengembangan karier berdasarkan ketentuan yang

berlaku;
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j. Mengevaluasi pelaksanaan semua kebijakan teknis yang telah
ditetapkan secara periodik;

k. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui
sekretaris sesuai ketentuan yang berlaku;

m. Melaksanakan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan
sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur.

3. Susunan Organisasi
Kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Selanjutnya struktur organisasi yang terbaru pada Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku diatur dalam Peraturan Gubernur
Maluku Nomor 25 Tahun 2017. Secara umum Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku terdiri dari beberapa unsur yaitu: 1 Kepala
Dinas, 1 Sekretaris, 4 Bidang, 2 UPTD, 10 Seksi, 5 Sub Bagian, 38 Staf
atau fungsional umum, dan 1 Fungsional tertentu.

Selanjutnya dijelaskan secara khusus, tugas pokok sesuai struktur
organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sesuai
dengan kebijakan Gubernur Maluku dengan memperhatikan
perundang-undangan yang berlaku

2. Sekretariat, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan penyusunan

program. Bagian Kesektariatan terdiri dari:
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan



5

c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
3. Kepala Bidang Industri, mempunyai tugas pokok merumuskan dan
melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di bidang industri. Bidang
ini terdiri atas
a. Kepala Seksi Industri Kecil dan Menengah
b. Kepala Seksi Industri Agro

4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga,
mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan

teknis kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Bidang ini terdiri;
a. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen

b. Kepala Seksi Tertib Niaga
5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai tugas
pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di
bidang perdagangan dalam negeri. Bidang ini terdiri atas;
a. Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran
b. Kepala Seksi Sarana Perdagangan

6. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, mempunyai tugas
pokok merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis kebijakan di
bidang perdagangan luar negeri. Bidang ini terdiri atas;
a. Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor Hasil Industri dan Non Industri
b. Kepala Seksi Fasilitasi Impor dan Kerjasama Luar Negeri

7. UPTD BAIK (Balai Aneka Industri Dan Kerajinan), Dalam rangka
teknis operasional pembinaan perindustrian dan perdagangan
diperlukan lembaga khusus, yang terdiri dari
a. Kepala Balai

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Layanan dan Bina Usaha IKM

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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8. BPSMB (Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang) Dalam
rangka teknis operasional pembinaan perindustrian dan perdagangan
diperlukan lembaga khusus, yang terdiri dari
a. Kepala Balai
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
c. Kepala Seksi Layanan, Pengujian Dan Sertifikasi

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

SUMBER DAYA MANUSIA
Keadaan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 1.1
Tabel 1.1

Keadaan Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2021

No. JABATAN UNSUR/ORANG %

1. Kepala Dinas 1 1,63

2. Sekretaris 1 1,63

3. Kepala Bidang 4 6,56

4. Kepala Sub Bagian 5 8,19

5. Kepala Seksi 10 16,39

6. Kepala UPTD 2 3,27

7. Fungsional Umum 32 57,14

8. Fungsional Tertentu 1 1,63

JUMLAH : 56 100

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan
perindustrian dan perdagangan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku hingga 31 Desember 2021 didukung oleh potensi Pegawai Negeri
Sipil sebanyak 56 orang. Secara singkat dapat dikemukakan jumlah Pejabat
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Struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan 2 UPTD
adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan Eselon II, III, IV

Jumlah pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku per 31

Desember 2021 menurut pangkat/golongan, laki-laki dan perempuan dapat dilihat
pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

Per Jenis Kelamin

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29
orang dan pegawai perempuan sebanyak 27 orang. Hal ini membuktikan bahwa
ada keseteraan Gender antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Tingkat

NO JABATAN JUMLAH ESELON KET.

1 Kepala Dinas 1 II

2 Sekretaris 1 III

3 Kepala Bidang 4 III

4 Kepala UPTD 2 III

5 Kepala Sub Bagian 5 IV

6 Kepala Seksi 10 IV

TINGKAT
PENDIDIKAN

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

SMP 1 - 1

SMU/Sederajat 4 2 6

Sarjana Muda - 1 1

Diploma 4 1 - 1

Sarjana 16 16 32

Pasca Sarjana (S2) 7 8 16

Jumlah 29 27 56
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Pendidikan dengan pendidikan terendah adalah SMP kemudian pegawai dengan
tingkat pendidikan Sarjana (S1) mendominasi maksimal tingkat pendidikan di
dalam Dinas kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2).

Tabel 1.4
Data Jumlah Pegawai Dirinci Menurut Golongan

Per Jenis Kelamin
PANGKAT/GOLONGAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

Pembina Utama Madya (IV/D) 1 - 1

Pembina Utama Muda (IV/C) - - -

Pembina Tk.I (IV/B) 3 1 4

Pembina (IV/A) 1 3 4

Penata Tk.I (III/D) 1 10 11

Penata (III/C) 7 8 15

Penata Muda Tk.I (III/B) 11 4 15

Penata Muda (III/A) 2 1 3

Pengatur Tk.I (II/D) 1 - 1

Pengatur (II/C) 1 - 1

Pengatur Muda Tk.I (II/B) 1 - 1

Pengatur Muda (II/A) - - -

JUMLAH 29 27 56

Tabel 1.5

Penyebaran Pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Pada Bagian Sekretariat Dan Bidang-Bidang

Berdasarkan Jenis Kelamin

SEKRETARIAT/BIDANG/SUBAG/SEKSI LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

KADIS 1 - 1
SEKRETARIAT
Sekretaris - 1 1
Kasubag Kepeg & Umum - 1 1
Fungsional Umum 3 2 5



9

Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - 1 1
Fungsional Umum 3 - 3
Kasubag Keuangan dan Aset - 1 1
Fungsional Umum 2 3 5
BIDANG INDUSTRI
Kepala Bidang - 1 1
Kasi Agro & Kimia - 1 1
Fungsional Umum 1 1 2
Kasi. IKM 1 - 1
Fungsional Umum 1 1 2
BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB
NIAGA
Kepala Bidang 1 - 1
Kasi. Perlindungan Konsumen - 1 1
Fungsional Umum - 1 1
Kasi. Standarisasi & Pengendalian Mutu 1 - 1
Fungsional Umum 1 1 2
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kepala Bidang 1 - 1
Kasi. Barang Kebutuhan Pokok & Pemasaran Produk
Dalam Negeri

1 - 1

Fungsional Umum 1 - 1
Kasi. Bina Usaha Sarana Distribusi Logistik 1 - 1
Fungsional Umum 3 - 3
BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Kepala Bidang 1 - 1
Kasi. Pengembangan & Promosi & Pengembangan
Produk Expor

- 1 1

Fungsional Umum 2 - 2
Kasi. Fasilitasi Impor dan Kerja Sama Luar Negeri - 1 1
Fungsional Umum 1 - 1

J U M L A H 26 18 44

UPTD Balai Aneka Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku

Jumlah pegawai UPTD Balai Aneka Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku, menurut pangkat/golongan laki-laki maupun

perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut ini :
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Tabel 1.6
Komposisi Jumlah Pegawai UPTD BAIK

Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Fungsional

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai UPTD BAIK Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

Per Jenis Kelamin

Dari daftar tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas laki-laki
sebanyak 3 orang dan pegawai Dinas perempuan sebanyak 5 orang. Hal ini
membuktikan bahwa ada kesetaraan Gender antara laki-laki dan perempuan.
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan pendidikan terendah adalah SMU
kemudian Pegawai dengan tingkat Sarjana (S1) mendominasi maksimal tingkat
pendidikan di UPTD BAIK diikuti oleh tingkat Pasca Sarjana (S2).

Tabel 1.8
Data Jumlah Pegawai UPTD BAIK Dirinci Menurut Golongan Per Jenis

Kelamin

Pangkat Golongan Laki – Laki Perempuan Jumlah
Pembina ( IV/A ) 1 2 3
Penata Tk.I ( III/D) - 2 2

NO JABATAN JUMLAH ESELON KET.

1 Kepala UPTD 1 III

2 Kasubag TU 1 IV

3 Seksi Layanan Dan
Bimbingan Usaha Ikm

1 IV

4 Fungsional Penyuluh
Perindag

1 -

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SMP - - -
SMU/SEDERAJAT - 1 1
Sarjana Muda - - -
Sarjana ( S1 ) 2 3 5
Pasca Sarjana ( S2 ) 1 1 2
Jumlah 3 5 8
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Penata (III/C ) - - -
Penata Muda ( III/B ) 2 1 3
Jumlah 3 5 8

Tabel 1.9
Data Penyebaran Pegawai UPTD BAIK

SUB BAGIAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH

Kepala UPTD - 1 1
Sub Bagian Tata Usaha 2 2 4
Seksi Layanan Dan Bimbingan Usaha Ikm 1 1 2
Penyuluh Perindag - 1 1
Jumlah 3 5 8

UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku

Jumlah pegawai UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, menurut pangkat/golongan laki-
laki maupun perempuan dapat dilihat pada Tabel 1.10 berikut ini:

Tabel 1.10
Data Penyebaran Pegawai UPTD BPSMB

SUB BAGIAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH

Kepala UPTD - 1 1
Sub Bagian Tata Usaha - 2 2
Kepala Seksi Layanan
Pengujian dan Sertifikasi

- 1 1

Staf - - -
Jumlah - 4 4
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Tabel 1.11
Jumlah Pegawai UPTD BPSMB Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan

Per Jenis Kelamin

I.3. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipergunakan untuk
memberikan informasi tentang berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang
digunakan untuk mencapai target kinerja yang diukur berdasarkan realisasi
data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan, sesuai dengan
sasaran strategis.

Maksud disampaikan laporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi

kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai maupun yang belum
dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian
kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun.

Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang
dicapai untuk pencapaian sasaran strategis. Untuk itu perjanjian kinerja
harus mengacu kepada sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja
yang relevan dan terukur.

Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang
menguraikan secara rinci berbagai sasaran aktivitas yang akan dilakukan
serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Sasaran yang dilengkapi
indikator kinerja utama yang relevan, spesifik, terukur dan benar-benar
sesuai dengan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk

TINGKAT PENDIDIKAN LAKI – LAKI PEREMPUAN JUMLAH
SMP - - -
SMU/SEDERAJAT - - -
Sarjana Muda - -
Sarjana ( S1 ) - 4 4
Pasca Sarjana ( S2 ) - - -
Jumlah - 4 4
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memudahkan penguraian kedalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja dan Rencana Aksi.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan kewajiban Dinas
Perindustrian dan Perdagangan untuk mempertanggungjawabkan kinerja
pada tahun sebelumnya dengan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja
menjadi instrumen manajemen kinerja untuk melakukan monitoring dan

evaluasi penilaian kinerja Perangkat Daerah, pemberian reward atau
punishment, serta mendorong pemanfaatan hasil evaluasi untuk kepentingan
perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 memiliki tujuan, yaitu:
1. Sebagai sarana bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Maluku untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Tahun 2021
kepada Gubernur Maluku;

2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja dimasa datang.

I.4. Isu Strategis atau Masalah yang dihadapi di Tahun 2021

Isu strategis adalah kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak,
berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku, adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketrampilan aparatur pembina dan pelaku usaha

2. Sistem kelembagaan dan manajemen industri belum optimal

3. Kurangnya modal usaha

4. Masih kurangnya peralatan industri modern
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5. Tenaga kerja yang berkurang akibat dampak Pandemi Covid-19 yang
berdampak pada kurangnya nilai produksi

6. Masih adanya ketergantungan suplai bahan kebutuhan pokok dan barang
penting dari luar Provinsi Maluku

7. Masih terbatasnya sarana perdagangan pasar dan gudang

8. Komoditi ekspor Maluku masih didominasi oleh komoditi material yang

belum diolah

9. Komoditi ekspor masih lebih mengandalkan sektor perikanan

10.Jumlah pedagang yang berkurang akibat Pandemi Covid-19

I.5. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini memuat penjelasan umum, tugas pokok dan fungsi
serta susunan organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku, maksud dan tujuan, isu
strategis atau permasalahan yang dihadapi, serta sistematika
penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021.

BAB II Perencanaan Kinerja.

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis dan Perjanjian

Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Tahun 2021.
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BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada Bab ini dijelaskan tentang pencapaian realisasi kinerja
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun
2021, analisis dan evaluasi capaian kinerja dari program
kegiatan serta realisasi anggarannya, dan pengungkapan
prestasi yang diraih.

BAB IV Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan umum atas pencapaian kinerja Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021
dan langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

-Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

-Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku Tahun 2021.

-Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai progran dan

kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan penyusunan rencana kinerja dan dilakukan sejalan denga agenda
penyusunan dan kebiakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi

untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan.

Penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang dilakukan
instansi pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut menjadi pengukuran kinerja
instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal dan
nasional serta dapat dipertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalannya
dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan secara periodik.

II.1. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah suatu proses yang dilakukan oleh
organisasi untuk menentukan strategi atau arah serta mengambil keputusan
untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai strategi yang ditetapkan.
Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk
mengelola potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada
untuk melakukan proyeksi kondisi masa yang akan datang, dengan demikian
perencanaan strategis dapat menjadi suatu petunjuk yang digunakan

organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja ke masa yang akan datang.

Arah perencanaan pembangunan memanfaatkan potensi wilayah

disesuaikan dengan potensi sumber daya alam pada masing-masing gugus
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pulau. Dukungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terhadap
kebijakan Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Maluku berbasis gugus
pulau yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun
sarana perdagangan dalam rangka mendukung swasembada pangan serta
mendorong investasi, produksi dan pemasaran berbagai komoditas unggulan
yang dihasilkan oleh industri-industri pengolahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku berfungsi sebagai Alat dan Tolak Ukur pembangunan sektor

industri dan perdagangan serta merupakan komitmen bersama Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dengan semua pihak terkait

untuk menyelenggarakan program pembangunan Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku selama periode 2019–2024, terutama dalam

rangka pemberdayaan masyarakat dengan berupaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku Periode 2019-2024.

A. Visi
Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019 – 2024 yaitu:

“ Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani,

Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan
Kepulauan ”

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut :
Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani,
mengandung makna:
Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala

bentuk praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memiliki kewajiban
melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Maluku.
Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur
beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen
kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat diseluruh
wilayah Provinsi Maluku.
Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna:

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi
Maluku, dilakukan dengan memanfaatkan segala kewenangan yang ada

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh masyarakat maluku.

B. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian Visi diatas, maka Misi Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku Periode Tahun 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan

terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan

pariwisata
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri

dan berprestasi

C. Tujuan
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah

dikemukakan diatas maka harus dijabarkan dalam bentuk yang lebih
terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi.

Tujuan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi dalam
jangka waktu lima tahun dan menggambarkan strategi organisasi untuk
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digunakan sebagai kerangka prioritas dengan mengarahkan semua
program dan aktivitas organisasi untuk pencapaian misi yang relevan.
Tujuan yang dimaksud dengan misi yang relevan dengan Pembangunan
Daerah Maluku Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Misi Pertama
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
- Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan.

2. Tujuan Misi Ketiga
- Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

- Meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah,
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara

berkelanjutan,
- Meningkatkan kemampuan ketahanan pangan daerah,

- Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan,
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan dinas, lembaga teknis

daerah dan masyarakat.
3. Tujuan Misi Kelima

- Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- Peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal,
- Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha,
- Meningkatkan ekonomi daerah.

D. Sasaran
Sasaran prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku periode tahun 2019-2024
yaitu:
1. Peningkatan Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku

2. Meningkatnya Pertumbuhan Industri
3. Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
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4. Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas
5. Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang
6. Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok
7. Meningkatnya Peredaran Barang yang sesuai dengan ketentuan

E. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan capaian Visi dan Misi. Strategi

pengembangan sektor industri dan perdagangan dengan meliputi :
 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

 Digitalisasi dan Inovasi Layanan
 Pengintegrasian Data Perencanaan dan Pelaporan
 Meningkatkan Produktivitas Pelaku Industri

 Meningkatkan Daya Saing Industri Daerah berbasis teknologi
komoditi unggulan. Mengembangkan industri berbasis kluster dan
kawasan.

 Meningkatkan Pertumbuhan Industri

 Peningkatan Investasi Sektor Industri
 Peningkatan Nilai Ekspor Daerah
 Memperbaiki sistem logistik daerah

 Mengawasi dan mengatasi kendala distribusi bahan kebutuhan pokok
dan praktik penyimpangan pasar

 Peningkatan akses masyarakat ke pusat pemasaran
 Menyediakan data informasi stok dan biaya produksi di sentra

produksi

 Peningkatan sarana perdagangan
 Peningkatan pemahaman dan kesadaran konsumen dan pelaku

usaha

 Meminimalisir terjadinya sengketa konsumen
 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
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 Penyediaan dan Optimalisasi layanan Balai Pengujian Sertifikasi Mutu
Barang (BPSMB)

F. Arah Kebijakan
Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan sektor industri dan

perdagangan maka diperlukan arah kebijakan pembangunan pada yang
dilakukan secara periodik sebagai pedoman untuk menentukan tahapan
dan prioritas pembangunan lima tahun. Adapun arah kebijakan yang
perlu dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan disiplin dan kapasitas SDM aparatur
2. Meningkatkan kualitas pelyanan publik
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan kinerja dinas
4. Pengembangan industri berbasis komoditi unggulan
5. Peningkatan sistem distribusi dan stabilitas harga yang efektif dan

efisien Penguatan pasar domestik akses pasar

6. Pengembangan ekspor dan volume ekspor komoditas unggulan
daerah Peningkatan penelitian, inovasi, riset dan pengembangan

Produk Unggulan
7. Perencanaan dan pengembangan kawasan industri daerah

8. Peningkatan monitoring dan evaluasi harga bahan kebutuhan pokok
dan barang strategis

9. Menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat menjelang hari
besar keagamaan Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK)

10. Magang dan Uji Coba Produk dan Fasilitasi Produk Pelaksanaan
pameran unggulan daerah

11. Peningkatan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu
12. Tersedianya layanan pengujian terhadap komoditi ekspor
13. Penguatan sarana laboratorium pengujian
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II.2. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan sasaran-sasaran strategis sebagaimana tersebut diatas,
maka selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku.

IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan

kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku sesuai
dengan tugas dan fungsi. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang

diidentifikasi dengan memperhatikan proses kegiatan dan kriteria indikator
kinerja sebagai dasar penilaian untuk setiap jabatan. Adapun target Indikator

Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dapat
disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja

Utama
Alasan Penjelasan/

Rumus
Target
Tahun
2021

1 2 3 4 5 6

1 Meningkatnya
Kinerja Layanan
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Provinsi Maluku

Peningkatan
Kapasitas SDM
aparatur, sarana
prasarana, serta
sistem administrasi
dan pelaporan

Untuk mengetahui
peningkatan
kapasitas aparatur,
peningkatan sarana
prasarana dan
peningkatan sistem
administrasi yang
tepat waktu

(Jumlah target
peningkatan aparatur,
sarana prasarana dan
sistem administrasi/
Jumlah aparatur,
sarana prasarana,
dan sistem
administrasi tepat
waktu) x 100%

100%

2 Meningkatnya
Pertumbuhan
Industri

Presentase
Pertumbuhan
Industri

Untuk mengetahui
jumlah
pertumbuhan
industri

(Jumlah target
industri yang
dibina/Jumlah industri
rata-rata) x 100%

0,65%

3 Meningkatnya
Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin

Presentase Cakupan
Bina Kelompok
Pengrajin

Untuk mengetahui
peningkatan jumlah
kelompok pengrajin
yang dibina

(Jumlah target
kelompok pengrajin
yang dibina/Jumlah
kelompok pengrajin)
x 100%

58,84%

4 Meningkatnya
Cakupan Bina
Kelompok
Pedagang

Presentase Cakupan
Bina Kelompok
Pedagang

Untuk mengetahui
peningkatan jumlah
kelompok pedagang
yang dibina

(Jumlah target
kelompok pedagang
yang dibina/Jumlah
kelompok pedagang)
x 100%

7,2%
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5 Stabilnya Harga
Bahan Pokok

Presentase Fluktuasi
Harga Kebutuhan
Pokok

Untuk mengetahui
ketersediaan jumlah
bahan pokok

(Jumlah ketersediaan
bahan pokok/Jumlah
kebutuhan) x 100%

3,5 -
4%

6 Meningkatnya Nilai
Ekspor Non Migas

Nilai Ekspor Non
Migas (USD Juta)

Untuk mengetahui
peningkatan nilai
ekspor non migas

(Jumlah nilai
ekspor/Jumlah
estimasi target
ekspor) x 100%

14,3

7 Meningkatnya
Perlindungan
Konsumen dan
Tertib Niaga

Persentase Barang
Beredar yang sesuai
dengan ketentuan

Untuk mengetahui
jumlah barang
barang beredar
sesuai ketentuan

(Jumlah target
barang yang
diawasi/Jumlah
estimasi barang) x
100%

65%

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka
intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,
percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel. Dengan demikian, ruang lingkup ini lebih
diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-

program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta
menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi.

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Maluku Tahun 2021 ditetapkan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah
sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku
Tahun 2021

No. Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kinerja
Layanan Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi
Maluku

Peningkatan Kapasitas
SDM aparatur, sarana
prasarana, serta sistem
administrasi dan pelaporan

100%

2 Meningkatnya Pertumbuhan
Industri

Presentase Pertumbuhan
Industri

0,65%

3 Meningkatnya Cakupan
Bina Kelompok Pengrajin

Presentase Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin

58,84%

4 Meningkatnya Cakupan
Bina Kelompok Pedagang

Presentase Cakupan Bina
Kelompok Pedagang

7,2%

5 Stabilnya Harga Bahan
Pokok

Presentase Fluktuasi Harga
Kebutuhan Pokok

3,5 - 4%

6 Meningkatnya Nilai Ekspor
Non Migas

Nilai Ekspor Non Migas
(USD Juta)

14,3

7 Meningkatnya Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga

Persentase Barang Beredar
yang sesuai dengan
ketentuan

65%
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah
berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja),

dan Perjanjian Kinerja (PK), dari pelaksanaan program kegiatan sebagai fungsi
Actuating dari berbagai metode perencanaan yang sudah ditetapkan, sampai

pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dengan menggerakkan
seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan kegiatan sifatnya terukur,
memiliki standar pengukuran antara yang diukur dengan metode pengukurannya.
Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program, dan
sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran
dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai metode perencanaan yang telah
dibuat. Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap
keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang dilaksanakan
Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya, sehingga akan diketahui
selisih atau celah kinerja (peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih
kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan
cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan

menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja
tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan
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program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi
realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan
menggunakan rumus :

Realisasi
Persentase Capaian = x 100%

Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai
berikut:

No Nilai Realisasi
Kinerja

Interpretasi Penilaian
Realisasi Kinerja

Kategori

1. >90-100 Sangat Memuaskan AA

2. >80-90 Memuaskan A

3. >70-80 Sangat Baik BB

4. >60-70 Baik B

5. >50-60 Cukup CC

6. >30-50 Kurang C

7. 0-30 Sangat Kurang D

III.1. Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja yang telah dilakukan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku selama Tahun 2021, berupa pencapaian
sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Renstra tahun 2019-2024 serta perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan
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Perdagangan Provinsi Maluku selama Tahun 2021 sebanyak 7 (tujuh)
sasaran kinerja dan 7 (tujuh) indikator kinerja. Capaian setiap sasaran
kinerja beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta
perbandingan dari setiap capaian sasaran strategis dapat dilihat pada
tabel-tabel pengukuran kinerja sebagai berikut:

** SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Provinsi Maluku

Analisis pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dijelaskan

pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1 Peningkatan Kapasitas SDM
aparatur, sarana prasarana, serta
sistem administrasi dan pelaporan

100% 96% 96%

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja
2020 2021

Real
Kinerja

Cap.
Kinerja

Real.
Kinerja

Cap.
Kinerja

1
Peningkatan Kapasitas SDM
aparatur, sarana prasarana, serta
sistem administrasi dan pelaporan

98,7% 98,7% 96% 96%
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Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1

Tahun 2020 dan 2021 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Realisasi
2020

Realisasi
2021

Target
2024

1 Peningkatan Kapasitas SDM
aparatur, sarana prasarana, serta
sistem administrasi dan pelaporan

98,7% 96% 100%

Capaian kinerja dari “Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Sarana

Prasarana, serta Sistem Administrasi dan Pelaporan” adalah sebesar 96%, hal ini

disebabkan adanya penyesuaian kegiatan dan refocusing anggaran yang

diakibatkan oleh Pandemi Covid 19 yang masih melanda dunia internasional dan

sangat berdampak secara nasional sampai ke daerah-daerah, termasuk Provinsi

Maluku.

Untuk merealisasi sasaran kinerja “Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku”, dilakukan dengan langkah-

langkah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Digitalisasi dan Inovasi

Layanan, serta Pengintegrasian Data Perencanaan dan Pelaporan.

Dalam rangka Meningkatkan Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku, maka Digitalisasi dan Inovasi Layanan, dan

Pengintegrasian Data Perencanaan dan Pelaporan diwujudkan dalam pembuatan

beberapa aplikasi layanan antara lain:

- Aplikasi Tagalaya: Sistem Informasi Harga dan Logistik Wilayah Maluku

- Aplikasi Si Pelangi: Strategi Pengawasan Pelaporan Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga Berbasis Aplikasi Android

- Aplikasi Simponi Merdu: Sistem Promosi dan Penjualan Produk IKM Merambah

Dunia

- Aplikasi Simpati Indag: Sistem Informasi Pusat Data Mandiri Indag

- Aplikasi Pelayanan Twenty Four Seven (247): Sistem Pelayanan Melalui OSS

(One Stop Services) dan NSS (Non Stop Services) serta EIS (Early Information

Sistem) dalam rangka Pelayanan Ekspor.
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Sasaran kinerja “Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku” didukung oleh Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang

Sasaran Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah
Anggaran Murni pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
yaitu Rp. 4.676.248.844 dengan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja yaitu

Rp.4.678.764.725, maka perlu diinformasikan bahwa jumlah anggaran yang
tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah jumlah yang keliru karena masih

menggunakan data Rencana Kerja Anggaran (RKA).

NO Program/Kegiatan
Anggaran (Rp) Realisasi

(Rp) % APBD/
APBNMurni Perubahan

1 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi

4.676.248.844 6.263.202.279 6.202.851.337 99,05 APBD

Perencanaan Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

900.572.149 900.572.149 896.362.750 99,5

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

129.132.165 69.980.000 69.312.000 99,04

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

663.505.830 638.523.130 638.391.297 99,9

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

484.638.700 1.314.057.000 1.303.250.000 99,2

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

975.400.000 992.070.000 967.556.300 97,6

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.523.000.000 2.348.000.000 2.327.978.990 99,1
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** SASARAN 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri Tahun 2021

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1 Presentase Pertumbuhan Industri 0,65 % 1,36 % 209 %

Dari Tabel 3.5 diatas dapat dijelaskan bahwa target 0,65 % adalah target
pertumbuhan industri sebanyak 73 Industri Kecil Menengah (IKM) pada setiap
tahun dari 11.160 IKM di Provinsi Maluku. Dari target tersebut, diperoleh realisasi
sebesar 1,36 % atau pertumbuhan industri sebanyak 152 IKM pada tahun 2021,
dengan demikian maka capaian yang diperoleh sebesar 209 %. Tingginya angka
capaian kinerja sampai 209 % karena terlalu rendahnya target kinerja dalam
Rencana Strategi pada saat penetapan, untuk itu maka sementara dilakukan revisi
target-target kinerja pada perubahan Rencana Strategi Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Maluku.

Dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja Pertumbuhan Industri yang ada

mengalami peningkatan yang sangat signifikan walaupun situasi dan kondisi di
Maluku khususnya dan Indonesia umumnya masih berada pada situasi Pandemi

Covid 19. Dengan adanya bantuan peralatan kepada kelompok penerima sebanyak
152 IKM, maka dapat meningkatkan presentasi pertumbuhan Industri
dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021.
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DAFTAR PENERIMA BANTUAN PERALATAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU

TAHUN ANGGARAN 2021

No.
Urut Nama Penerima Kab/Kota Alamat Penerima

A. Peralatan Perbengkelan
1 LEONARDO JULIAN AKIHARI KOTA AMBON Desa Batu Gajah, RT 004/RW 003, Kec. Sirimau
2 GINO PAAYS KOTA AMBON Jl. Wolter Monginsidi, RT 004/RW 001, Desa Lateri Kec. Baguala
3 RICKY LAIMEHERIWA KOTA AMBON Jl. Perumtel Kayu Tiga, RT 004/RW 009, Desa Soya, Kec. Sirimau
4 RENDY FITSON NANLOHY KOTA AMBON Desa Porto, RT 000/RW 000, Kec. Saparua
5 AMI SALONG KOTA AMBON Desa Negeri Lima, RT 000/RW 000, Kec. Leihitu

6 FENGKY NOLDY LISAPALLY KOTA AMBON Jl. Wolter Monginsidi Lateri III, RT 004/RW 004, Desa Lateri Kec.
Baguala

7 SET MEYER ANTHONY KOTA AMBON Jl. Lorong Geraja, RT 002/RW 005, Desa Amantelu, Kec. Sirimau
8 GIOVANNY KAILOLA KOTA AMBON Desa Silale, RT 002/RW 002, Kec. Nusaniwe
9 NEVI RICHKY LEKHENILA KOTA AMBON Jl. Aman Lanite, RT 002/RW 011, Desa Latuhalat, Kec. Nusaniwe
10 MUHAMAD SUATREAN KOTA AMBON JL. Baru, RT 004/RW 004, Desa Hunipopu, Kec Sirimau
11 SALAMIN KOTA AMBON Kebun Cengkeh, RT 006/ RW 009, Desa Batumerah Kec Sirimau
12 ADITYA RIANTAMA SUMARGO KOTA AMBON Jl. Piere Tandean RT 004/ 02, Desa Galala
13 STIEVEN PALIAMA KOTA AMBON Rumah Tiga, RT 001/RW 001, Kec Teluk Ambon
14 ALI AKBAR SAOMOLE KOTA AMBON Perumnas Tihu, RT 003/RW 004, Desa Tihu, Kec Teluk Ambon

15 DEMON PINONTOAN KOTA AMBON Jl. DR. J. Leimena, RT 009/RW 002, Desa Hative Besar, Kec.
Teluk Ambon

16 ABDULLA UMARELLA MALUKU TENGAH Kamp Tengah, Desa Tulehu, Kec. Salahutu

17 MOHAMMAD A MUNANDAR
TUSIKAL MALUKU TENGAH Desa Pelauw, RT 000/RW 000, Kec. Pulau Haruku

18 M SALEH SOULISA MALUKU TENGAH Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu
19 MUKHMIN MALUKU TENGAH Desa lesane, RT 001/RW 001, Kec. Kota Masohi
20 MUHAMAD METIARY SBB Dusun Leamahu, Kec. Kairatu
21 JAD AFANDI HEHANUSSA SBB Desa Hualoy, RT 004/RW 002, Kec. Amalatu
22 ALWI KAPOTA SBB Dusun Katapang, Desa Lokki, Kec. Searam Barat
23 USMAN MASERANG SBB Dusun Katapang, Desa Lokki, Kec. Searam Barat
24 MUHAMMADMUKRIANTO BURU Dusun Seher Bandar Angin, RT 000/RW 000, Kec. Namlea
25 HUSEN RUMATA BURU Dusun Mena, RT 000/RW 000, Kec. Namlea
26 MOH SALEH LITILOLY BURU Dusun Mena-Belakang SD N 1, RT 000/RW 000, Kec. Namlea
27 ABDUL KADIR BURU Dusun BTN Bukit Permai, Kec. Namlea
28 LUKY MASRI NUNUMETE MALUKU TENGGARA Ohoi Sathean, RT 000/RW 000 Kec. Kei Kecil
29 RAHMAT RUMRA KOTA AMBON Lorong Putri, Desa Batu Merah, Kec. Sirimau
30 HANS ABRAHAMS KOTA AMBON Latuhalat, Kec. Nusaniwe
31 IKRAM ELLI KOTA AMBON Desa Waiheru
32 IWAN MANJA MALUKU TENGAH Kec. Salahutu

B. Peralatan Pertukangan
1 MICKAEL KOTA AMBON Jl. Petra, RT 002/RW 005, Desa Amantelu, Kec. Sirimau
2 BERNAT RICKY MAITIMU KOTA AMBON Jl. Da Silva no 45, RT 003/RW 003, Desa Rijali Kec. Sirimau
3 CHRISTY SARIMOLLE KOTA AMBON Lingkungan II Desa Haria, Kec. Saparua
4 IWAN JERMIAS GERRITS KOTA AMBON Dusun amalatuei, RT 019 Desa Suli, Kec. Salahutu
5 MARLON JOHANNES KOTA AMBON Nusaniwe Airlow, RT 009/RW 003, Kec. Nusaniwe
6 PAULUS TEHUPURING KOTA AMBON Jl. Aman Lanite, RT 001/RW 009, Desa Latuhalat, Kec. Nusaniwe
7 BOYKE LESILOLO KOTA AMBON Halong Barung, RT 005/ RW 002, Kec. Baguala
8 SEPTINUS RESEL KOTA TUAL Desa Tutrean, Kec. Kei Besar Selatan
9 AHMAD RAHAYAAN KOTA TUAL Desa weer ohoinam, Kec. Kei Besar Selatan
10 BANGSA LEURIMA MALUKU TENGAH Desa Tengah-Tengah, RT 000/RW 000, Kec. Salahutu
11 ALFIAN BAJAHAM SBT Desa Bemo, RT 000/RW 000, Kec. Werinama
12 MOH IKSAN TUHUTERU SBT Dusun Rumeon Desa Rumeon, Kec Pulau Gorong
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13 KLEMENS KOLATLENA SBT Desa Ker-Ker, RT 000/RW 000, Kec. Teor
14 ISWAN PATTY IHA SBT Desa Bemo, RT 000/RW 000, Kec. Werinama
15 NIKODEMUS KOLATLENA SBT Desa Duryar Rumuy, RT 000/RW 000, Kec. Teor
16 ABDUL GANI KASTELA SBT Desa Kiltay, RT 000/RW 000, Kec. Seram Timur
17 WAHAB OHORELLA SBB Desa Hualoy, RT 001/RW 002, Kec. Amalatu

18 LA ODE EMPI SBB Dusun Taman Jaya, RT 000/RW 000, Desa Piru, Kec. Seram
Barat

19 HUDRI SAMAL SBB Dusun Katapang, RT 002/RW 003, Desa Lokki, Kec. Huamual
20 DAYANU KAIMUDIN BURU Dusun Mena, RT 001/RW 003, Kec. Namlea
21 LA SAEMAH BURU Dusun Waekasa, Desa Tanjung Karang, Kec Air Buaya
22 ARSAD LATBUAL BURSEL Desa Oki Baru, Kec. Namrole
23 ABDULLAH SAMPULAWA BURSEL Desa Labuang, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
24 JABER KAWARNIDI BURSEL Desa Tikbary, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
25 LOPI YANTO SEKNUN BURSEL Desa Waly, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
26 ZAKARIA TIHURUA MALUKU TENGAH Kecamatan Amahai
27 LOUDIK TUHUTERU KOTA AMBON Passo, Kec. Baguala
28 CORNELES RUMAKETTY MBD Tiakur Moa

29 HENRY DEMIANUS FREDY
MANDUAPESSY KOTA AMBON Tanah Tinggi, Kota Ambon

C. Peralatan Parut Kelapa
1 IBRAHIM SOUWAKIL BURSEL Desa Oki Baru, Kec. Namrole
2 HAPIPA LESBASSA BURSEL Desa Fatmite, Kec. Namrole
3 ERNI APONO BURSEL Desa Labuang, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
4 ONYA SOUWAKIL BURSEL Waetawa, Kec. Waemasa
5 SURNI RENTUA BURSEL Desa Labuang, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
6 SAODA WAEL BURSEL Desa Fatmite, Kec. Namrole
7 ABDUL KADIR HENAURU BURSEL Desa Labuang, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
8 ADEMAN SAMPULAWA BURSEL Desa Fatmite, Kec. Namrole
9 GOJALI MAHULETTE BURSEL Desa Oki Baru, Kec. Namrole
10 NASLIM LATBUAL BURSEL Desa Oki Baru, Kec. Namrole
11 SALEHA TOMNUSA BURSEL Desa Fatmite, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
12 NABAWIA SOLISSA BURSEL Desa Kampung Baru, RT 000/RW 000, Kec. Ambalau
13 MUHAMAD SOLIMENA BURSEL Desa Oki Baru, Namrole
14 TINI BUGIS BURSEL Desa Elfune, RT 000/RW 000, Kec. Namrole
15 WAMUJA TITAWAEL BURSEL Desa Fatmite, Kec. Namrole
16 HALIMA OHORELLA BURSEL Desa Elfune, Kec. Namrole
17 KALSUM LATBUAL BURSEL Desa Fatmite, Kec. Namrole
18 LA DULA TOMIA BURU Dusun Namsugi, Desa Ilath, RT 000/RW 000, Kec. Batabual
19 SALEM TOUGA BURU Dusun Namsugi, Desa Ilath, RT 000/RW 000, Kec. Batabual
20 UDIN WABULA BURU Desa Namlea Ilath, Kec. Batabual
21 LA ODE ANAENDE BURU Desa Namlea Ilath, Kec. Batabual
22 WA ODE SUMARTINI BURU Desa Ilath, RT 000/RW 000, Kec. Batabual

D. Peralatan Roti Kue

1 KALSUM TATUHEY KOTA AMBON Jl. Laksdya Leo Wattimena, RT 019/RW 009, Desa Waiheru, Kec.
Baguala

2 ASLAMIAH TALAOHU KOTA AMBON BTNManusela Blok C no 8, RT 004/RW 020 Batu Merah Kec.
Sirimau

3 WARINGGAH KOTA AMBON Jl. Kesatrian, RT 002/RW 006, Desa Amantelu, Kec. Sirimau

4 WATI KOTA AMBON Jl. Laksdya Leo Wattimena, RT 019/RW 009, Desa Waiheru, Kec.
Baguala

5 ELISABETH RADJAWANE KOTA AMBON Jl. Ina Tuni-Gang IV, RT 003/RW 004, Desa Amantelu, Kec.
Sirimau

6 LORENSIA PAKAILA KOTA AMBON Halong Air Besar, RT 007/ RW 003, Desa Halong, Kec. Baguala
7 OLIVIA KALAUW KOTA AMBON Rumah Tiga, RT 001/ RW 004, Kec. Teluk Ambon

8 FAJRINI AINUN NOVITA TOUWE KOTA AMBON JL. PHB - Halong Atas, RT 010/ RW 006, Desa Halong, Kec.
Baguala

9 JOSINA POLII KOTA AMBON JL. Wolter Monginsidi, RT 006/ RW 002, Desa Latta, Kec.
Baguala
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10 RENDY RUHULESSIN KOTA AMBON Halong Atas, RT 012/ RW 004, Desa Halong, Kec. Baguala
11 YANI MARUAPEY SBT Desa Limumir, RT 000/RW 000, Kec. Bula
12 LIA ELRATNY REWUL SBT Jl. Damai, Kampung Wailola, RT 000/RW 000, Kec. Bula
13 DANI MASSA SBT Urung, RT 000/RW 000, Kec. seram timur
14 JUMILAH RUMLUTUR SBT Desa Kilbat, RT 000/RW 000, Kec. Tutuk Toli
15 JULHA WATIMENA SBT Kampung Buton, Limumir, Kec. Bula
16 NUR FAIDA LAIPENY SBT Fattolo, RT 000/RW 000, Kec. Bula
17 SUKMA RUMAIN SBT Desa Suru, RT 000/RW 000, Kec. Siritaun Wida Timur
18 FITRIYA RUMADANAMA SBT Desa Kilbat, RT 000/RW 000, Kec. Tutuk Tolu
19 NAMIDA SUKUNWATAN SBT Desa Artapela, RT 000/RW 000, Kec. Kian Darat
20 UMRELA RUMAKAY SBT Desa Fattolo, RT 000/RW 000, Kec. Bula
21 HAMIDA KELDERAK SBT Desa Danama, RT 000/RW 000, Kec. Tutuk Tolu
22 MARIA LEIPARY MALUKU TENGAH Dusun Rohua, RT 000/RW 000, Desa Sepa, Kec. Amahai
23 MAGDALENA PATTIASINA MALUKU TENGAH Dusun Wainusalaut, Kec Salahutu
24 ATALINA ZISKA TAHITU MALUKU TENGAH Waai, Kec. Salahutu
25 SEHAT ATAMIMI KOTA AMBON Btn Kebun Cengkeh, Kec Sirimau

E. Peralatan Makan – Minum
1 PAINAM KOTA AMBON Desa Waiheru, RT 008/RW 011 Kec. Baguala
2 WA YAMA KOTA AMBON Desa Waiheru, RT 009/RW 004 Kec. Baguala
3 NORMA LONTO KOTA AMBON Ponerogo, RT 001/RW 001, Desa Urimessing Kec. Nusaniwe

4 BARZAH LATUPONO KOTA AMBON Kampung Jawa, RT 001/RW 006, Desa Pandan Kasturi, Kec.
Sirimau

5 WA ODE HADIA IDRUS KOTA AMBON Batu Tagepe, RT 006/RW 019, Desa Batu Merah, Kec Sirimau
6 URE LANISA KOTA AMBON Jl. Nuntati, RT 002/RW 002, Desa Laha Kec. Teluk Ambon

7 HENDERIKA PORMES/T KOTA AMBON Kusu-Kusu sereh, RT 001/RW 001, Desa Urimesing, Kec
Nusaniwe

8 JOLANDA MATAKENA MALUKU TENGAH Dusun Wainusalaut, Kec. Salahutu

F. Kemasan

1 WILHELMINA LEONORA
TETELEPTA KOTA AMBON Jl. Piere Tandean RT 001/ 003, Desa Hative Kecil, Kecamatan

Sirimau
2 MINCE NOYA KOTA AMBON Belakang Soya, RT 001/RW004, Kec. Sirimau

3 MARGARETHY HENDRIKS KOTA AMBON Jl. DR. J. Leimena, RT 003/RW 002, Desa Tawiri, Kec. Teluk
Ambon

4 ELISABETH RADJAWANE KOTA AMBON Jl. Ina Tuni-Gang IV, RT 003/RW 004, Desa Amantelu, Kec.
Sirimau

5 THERESIA MALAIHOLLO KOTA AMBON TamanMakmur, Kec. Nusaniwe

6 DYAH PUSPITA KOTA AMBON Jl. Baru Gang Kayu Buah No.32, RT 007/RW 004 Desa Hunipopu,
Kec. Sirimau

7 HARLINDA HAFID KOTA AMBON Desa Passo, RT 030/006, Kec Baguala
8 PATTIIHA AGUSTINUS MALUKU TENGAH Jl. Karel Satsuitubun, RT 010/RW 002, Desa Passo, Kec. Baguala
9 RAUDYAH LAILOSSA MALUKU TENGAH Desa Waraka

G. Peralatan Benang Tenun
1 YOHANIS MAHULETTE KOTA AMBON Skip Tengah, RT 005 / RW 002, Desa Batu Meja, Kec. Sirimau

2 EVIANTI NELCI ROSALIA
KESAULLIA KOTA AMBON JL. Dr. Kayadoe, RT 005 / RW 005, Desa Kudamati, Kec.

Nusaniwe

3 JENI FRISILIA LATUHIHIN KOTA AMBON JL. Dr. Kayadoe, RT 005 / RW 005, Desa Kudamati, Kec.
Nusaniwe

4 DORKAS TABITHA BILMASKOSU KOTA AMBON Kayu Putih, RT 001 / RW 002, Desa Soya, Kec. Sirimau

5 SELPINA WATUMLAWAR KOTA AMBON JL. Dr. Kayadoe, RT 005 / RW 005, Desa Kudamati, Kec.
Nusaniwe

H. Peralatan Salon
1 ANGEL QUIDRY LUMASU KOTA AMBON Negeri Lama, RT 001/RW 001, Kec. Baguala
2 STEVANY VENSKA PATTISINA KOTA AMBON Negeri Lama, RT 001/RW 001, Kec. Baguala

I. Peralatan Air Isi Ulang
1 JONATHAN D. C. CH. KAPPUW KOTA AMBON Dusun Erie, RT 003/RW 001, Kec. Nusaniwe
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J. Peralatan Pengolahan Rotan
1 STEVANUS KARMEZACH MALUKU TENGAH Dusun Wainusalaut, Desa Suli, RT 048/RW 000, Kec Salahutu

K. Peralatan Alat Vacum

1 JHON RICHARD JERMIAS LATUNY KOTA AMBON Dusun Waimahu I, Desa Latuhalat, RT 002/RW 005, Kec
Nusaniwe

2 ELISABETH RADJAWANE KOTA AMBON Jl. Ina Tuni-Gang IV, RT 003/RW 004, Desa Amantelu, Kec.
Sirimau

L. Peralatan Loundry

1 MANGGARITHA ROBEKA
RIEWPASSA KOTA AMBON Jl. Wolter Monginsidi RT 004/RW 001, Desa Lateri Kec. Baguala

M. Peralatan Benang dan Zat
Pewarna

1 YATI UBYAAN MBD Skip Tengah, RT 005/RW 002, Desa Batu meja, Kec Sirimau

N. Peralatan Kerajinan Kayu Hitam

1 FRANSKY CHARISTHE
RADJAWANE KOTA AMBON Halong, RT 011/ RW 004, Kec. Baguala

O. Alat Cetak Batako Press
1 MUHAMAT SAULATU MALUKU TENGAH Jambu Manis - Wakal, RT 000/RW 000, Desa Wakal, Kec. Leihitu
2 LA YANI KOTA AMBON Desa Batu Merah Kec. Sirimau

P. Peralatan Giling Daging
1 MUH. ALI PAITAHA SBT Jl. A. R. Unawekla, RT 000/ RW 000 Desa Bula, Kec Bula

Q. Alat Industri Ambon
1 EDWARD MANJOE KOTA AMBON Negeri Lama, RT 001/RW 001, Kec. Baguala

R. Peralatan Pengolahan Bambu

1 PAULINA LEIPARY MALUKU TENGAH Waimanase-Rohua Sepa, RT 000/ RW 000, Desa Sepa, Kec.
Amahai

S. Peralatan Mesin Jahit
1 FELOMINA MATLY MALUKU TENGGARA Desa Ohoi Reyamru, Kec. Kei Besar
2 WAHYUDI KOTA AMBON Desa Poka

T. Peralatan Hand Sealer
1 MINCE NOYA KOTA AMBON Belakang Soya, Kec. Sirimau
2 HARLINDA HAFID KOTA AMBON Desa Passo, RT 030/006, Kec Baguala
3 NAUMANI PEIRISA MALUKU TENGAH Dusun Rohua, Desa Sepa, Kec. Amahai
4 RAHABIAM KASE KOTA AMBON Belakang Soya, Kec. Sirimau
5 BEATRIZ MAELISSA KOTA AMBON Batu Gajah, Kec. Sirimau
6 LOYA PIETER TALAKSORU KOTA AMBON Kusu-Kusu Sereh, Desa urimesing, Kec. Nusaniwe
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Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 2

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja
2020 2021

Real
Kinerja

Cap.
Kinerja

Real.
Kinerja

Cap.
Kinerja

1 Presentase Pertumbuhan Industri 0,93 % 143 % 1,36 % 209 %

Tabel 3.6 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian

Kinerja antara Tahun 2020 dan 2021. Pada Indikator Pertumbuhan Industri
realisasi kinerja meningkat sebesar 0,43 % dan Capaian Kinerja mencapai 66 %.

Hal ini membuktikan bahwa rata-rata realisasi kinerja dan capaian kinerja Bidang
Industri meningkat.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 2

Tahun 2020 dan 2021 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Realisasi
2020

Realisasi
2021

Target
2024

1 Presentase Pertumbuhan Industri 0,93 % 1,36 % 0,65 %

Tabel 3.7 menunjukan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2020 &
2021 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja
tahun 2024, maka perlu dipertahankan capaian kinerja melalui program dan
kegiatan yang telah ditetapkan dengan meningkatkan jumlah bantuan peralatan
kepada IKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan Industri. Dari realisasi

tahun 2020 dan 2021 capaian kinerja mengalami peningkatan dari target yang
ditetapkan.

Selain itu diharapkan bantuan peralatan yang diberikan kepada
masyarakat/pelaku IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui
kegiatan di Bidang Industri dapat dialokasikan secara tepat sasaran sehingga IKM
yang ada mampu untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi daerah di situasi
pandemi covid 19 ini dan tetap bertahan dalam situasi ini meskipun harus
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berhadapan dengan banyak tantangan baik dengan jumlah tenaga kerja yang
minim, peralatan produksi yang masih sederhana maupun tingkat pemasaran
produksi yang masih rendah.

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, untuk
mewujudkan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri dilaksanakan oleh salah
satu bidang teknis yaitu Bidang Industri dan satu Unit Pelaksana Teknis Dinas

Balai Aneka Industri dan Kerajinan (UPDT BAIK) yang juga mempunyai tugas dan
fungsi terkait dengan Meningkatnya Pertumbuhan Industri. Sehingga pada tabel-

tabel berikut akan ditampilkan sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Bidang
Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dalam 1 (satu) tabel, maka capaian kinerjanya

digabung dan dijumlahkan untuk diperoleh rata-rata hasil pembagiannya.
Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran
Kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Industri.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Industri

NO Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp) % APBD/

APBN
1 Perencanaan dan

Pengembangan Industri
6.477.319.476 6.422.201.500 99,3 APBD

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembaruan
Sumber Daya Industri

2.432.171.000 2.428.978.800 98,7 APBD

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran serta
Masyarakat

3.988.448.476 3.950.019.700 99,7 APBD

Penyusunan, Penerapan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri
Provinsi Maluku

56.700.000 43.203.000 76,2 APBD

2 Penumbuhan dan
Pengembangan Industri
Kecil Menengah dan
Aneka

1.086.733.000 1.086.370.000 99 APBN
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Dari Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan penunjang sasaran baik
yang bersumber dari dana APBD maupun APBN diatas, dapat dilihat capaian
realisasi anggaran untuk APBD adalah 99,3 % dan APBN 99 %. Hal Ini
membuktikan bahwa capaian kinerja sesuai dengan apa yang diharapkan karena
capaian keuangan yang tinggi.

Adm Kegiatan 265.240.000 265.240.000 100 APBN
Bimbingan Teknis
Pertanggung jawaban adm
keuangan untuk PPSPM

26.273.000 26.240.000 99 APBN

Penyusunan Lap Kinerja
pelaksanaan Dekonsentrasi

53.631.000 53.610.000 99 APBN

Rakornas Pengusulan
Program DIPA T.A 2022

25.660.000 25.660.000 100 APBN

Pengembangan UPL 84.200.000 84.160.000 99 APBN
Bimtek Penyusunan Laporan
Semester III Tahun 2021

12.500.000 12.500.000 100 APBN

Bimtek Proses Produksi
Pangan Lokal Menjadi Aneka
Mie di Kota Ambon

71.755.000 71.755.000 100 APBN

Bimtek Pengenalan HKI
Aneka Makanan dan
Minuman dari Pangan Lokal
di Kab. SBB

92.405.000 92.405.000 100 APBN

Bimbingan Teknis
Perbengkelan Otomotif di
Kab. Maluku Tengah

71.755.000 71.755.000 100 APBN

Bimtek Proses Produksi
Pangan Lokal di Kab. Maluku
Tengah, Desa Tuhaha

98.405.000 98.405.000 100 APBN

Bimtek Pemanfaatan pangan
Lokal Menjadi Aneka
Makanan dan Minuman di
Kota Ambon

98.405.000 98.405.000 100 APBN

Bimtek Proses Produksi
Aneka Makanan dan Pangan
Lokal di Kab. SBT

92.405.000 92.405.000 100 APBN

Pembinaan dan
Pengembangan OVOP Tenun
di Kab. KKT dan Jus Buah
Pala di Kab. SBT

94.099.000 94.099.000 100 APBN
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** SASARAN 3 : Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Tahun 2021

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1 Presentase Cakupan Bina Kelompok
Pengrajin

58,84 % 58,33 % 99,1 %

Dari Tabel 3.9 diatas dilihat bahwa Realisasi Kinerja Presentase Cakupan
Bina Kelompok Pengrajin telah mencapai 99,1 % meskipun Maluku dan Indonesia
secara umum masih berada pada situasi Pandemi Covid 19. Dengan adanya
bantuan peralatan kepada kelompok penerima, maka dapat meningkatkan
presentasi terhadap Cakupan Bina kelompok Pengrajin sesuai dengan target yang
ditetapkan untuk tahun 2021.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 3

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja
2020 2021

Real
Kinerja

Cap.
Kinerja

Real.
Kinerja

Cap.
Kinerja

1 Presentase Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin

58,32 % 128 % 58,33 % 99,1 %

Tabel 3.10 merupakan tabel perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

antara Tahun 2020 dan 2021. Pada Indikator Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
realisasi kinerja meningkat sebesar 0,01% dan capaian kinerja mengalami
penurunan sebesar 28,9% akibat pada tahun 2020 terdapat pembiayaan dari
anggaran refocussing untuk pengadaan masker.
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Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 3

Tahun 2020 dan 2021 Serta Tahun Akhir Periode Renstra

Indikator Kinerja Realisasi
2020

Realisasi
2021

Target
2024

1 Presentase Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin

58,32 % 58,33 % 115,77 %

Tabel 3.11 menunjukan perbandingan realisasi Indikator Kinerja tahun 2020 &
2021 serta target tahun 2024. Guna mencapai target realisasi indikator kinerja
tahun 2024, maka perlu meningkatkan capaian kinerja melalui program dan
kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat meningkatkan cakupan bina
terhadap kelompok pengrajin. Dari realisasi tahun 2020 dan 2021 capaian kinerja
mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat menjadi tolok
ukur untuk capaian target di tahun 2024. Sangat diharapkan realisasinya nanti
dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebagai bentuk kontribusi sektor
industri terhadap visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang
terjabarkan melalui Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran
Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang

Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

NO Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp) % APBD /

APBN
1 Perencanaan dan

Pengembangan Industri
740.000.000 736.255.800 99,5 APBD

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan kebijakan
Percepatan Pengembangan
Penyebaran dan
Perwilayahan Industri

190.000.000 187.563.000 99,3 APBD
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Dari Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan penunjang sasaran diatas,
dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran untuk APBD adalah 99,5 %. Ini
menjelaskan bahwa capaian kinerja telah maksimal yang dibuktikan dengan
realisasi keuangan yang tinggi.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Industri dan Cakupan Bina
kelompok pengrajin sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, maka
diharapkan pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan beberapa langkah
kebijakan terhadap program dan kegiatan penunjang sasaran antara lain:
1. Melakukan Identifikasi terhadap potensi dan sentra produksi serta updating

data IKM sehingga dapat diperoleh Data IKM yang akurat.
2. Monitoring IKM secara rutin untuk mengetahui perkembangan dan

permasalahan yang dihadapi oleh IKM.
3. Memfasilitasi IKM dalam hal perijinan sehingga produk IKM yang dihasilkan

sesuai dengan standard dan dapat dipasarkan ke gerai modern.
4. Melakukan promosi dan pameran sehingga Produk IKM semakin dikenal bukan

hanya di Maluku tapi juga di daerah lain, melalui kerjasama dan intervensi dari
Pemerintah dan BUMN/BUMD.

5. Melakukan Bimbingan Teknis, Pelatihan, Pendampingan terhadap pelaku IKM
serta memberikan Bantuan peralatan, Bantuan kemasan, agar sumber daya
IKM dan Produk serta kemasan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang
ditentukan sehingga dapat bersaing dengan yang lain.

6. Ekspor merupakan langkah akhir yang harus menjadi sasaran terhadap pelaku
IKM sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah

7. Tersedianya Rumah kemasan di Kota Ambon diharapkan dapat menjawab
permasalahan yang dialami oleh Pelaku IKM serta dapat menekan biaya
produksi. Oleh karena itu Sumber daya manusia yang berkompetensi serta

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Industri

550.000.000 548.692.800 99,8 APBD
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Kebijakan Pemerintah dalam mengurangi biaya Kemasan melalui Perda yang
ditetapkan bagi Pelaku IKM dan umum sangat penting mengingat sebagian
besar Pelaku IKM di Maluku masih berskala rumah tangga.

8. Adanya target dari Pemerintah dengan ditetapkannya Maluku sebagai
Lumbung Ikan Nasional diharapkan Pelaku IKM Pengolahan Ikan khususnya
semakin berinovasi dalam mengembangan Produk yang dihasilkan serta IKM

yang lain juga dapat memperoleh peluang pasar.
9. Dengan adanya Dekranasda Provinsi Maluku dan Kab/kota, Pasar Oleh-Oleh

dan Outlet yang ditempatkan di Bandara Pattimura menjadi ajang promosi
terhadap produk IKM dan dapat menampung Produk yang dihasilkan oleh

Pelaku IKM yang telah sesuai dengan standar
10. Adanya sinkronisasi Program dan kegiatan APBD dan APBN sehingga tidak

tumpang tindih dalam pencapaian sasaran kinerja Bidang Industri.

** SASARAN 4 : Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Kinerja Meningkatnya Cakupan

Bina Kelompok Pedagang pada Tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Tahun 2021

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1. Persentase Cakupan Bina Kelompok
Pedagang

7,2% 7,2% 100%

Pada indikator Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang ini, dilakukan
pemberian bantuan pembinaan bagi pedagang maupun kelompok pedagang
berupa barang hibah dalam bentuk peralatan dan perlengkapan untuk membantu
usaha perdagangan. Target Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang tahun
2021 adalah sebesar 7,2 % atau sebanyak 59 pedagang, dan terealisasi
pemberian bantuan kepada 59 pedagang atau 7,2 %. Dengan demikian maka
capaian kinerja Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang pada Tahun 2021
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adalah sebesar 100 %.

Berikut ini adalah Daftar Penerima Bantuan Barang Hibah Tahun 2021, sebagai
berikut:

No. Nama Alamat
Urut Penerima Penerima

A. Tenda Kursi Ambon
1. Syarif Toisuta Pinang Putih Puncak Desa Hative Kecil Ambon
2. Salma Jl. J. Syaranamual RT. 003/004 Poka - Ambon
3. Moktar Waringi Cap RT. 020/010 Teluk Ambon Baguala
4. Riski Pamungkas Jl. Baru RT. 011/004 Kec. Honipopu Ambon

B. Tenda dan Kursi Usaha SBB
1. Bahar H. Nur Waimital RT. 006/006 Kairatu Kab. SBB
2. Abdul Karim Jumad Hualoy RT. 001/001 Kab. SBB

C. Tenda Usaha SBB
1. Yahya Latini Kamal Kec. Kairatu Kab. SBB

D. Tenda Dagang
1. Said Palue Kamal Kec. Kairatu Kab. SBB
2. Aman Suat Kamal Kec. Kairatu Kab. SBB
3. Irman Tehuayo Kamal Kec. Kairatu Kab. SBB

E. Peralatan Catering
1. Rauda Toisuta Jl. Kesatrian RT. 002/002 Kel. Amantelu Kec. Sirimau
2. Wa Yehura Taeno Bawah RT. 002/010 Desa Rumah Tiga Ambon
3. Asmarani Air Ali RT. 001/009 Desa Rumah Tiga Ambon
4. Fariyati Suat Air Besar RT. 005/017 Batu Merah Ambon
5. Maryam Huat Jl. Dr. Sitanala RT. 02/001 Kel. Wainitu Ambon
6. Siti Nurdin Air Salobar RT. 003/006 Kec. Nusaniwe Ambon
7. Suryani Taman Makmur RT. 002/007 Ambon
8. Farida Saijan Waihaong RT. 004/003 Ambon
9. Rahmiyana Tuara Waiheru RT. 012/005 Kel. Baguala Ambon

F. Gerobak Jualan
1. Fitriah Mutu Wara RT. 001/019 Desa Batu Merah Ambon
2. Norma Ode Kebun Cengkeh RT. 001/009 Ambon
3. Satria Malsiombiwi Kebun Cengkeh RT. 002/009 Ambon
4. Panjul La Dua Tono Jaya RT. 004/006
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G. Tenda Usaha
1. Muhammad Hamdani BTN. Kebun Cengkeh RT. 004/015 Ambon

H. Peralatan Catering
1. Emelda Radja Jl. OT. PATTIMAIPAUW RT. 001/002 Kel. Wainitu

2. Levina Passa
Jl. Nn. Saar. Sopacua RT. 004/006 Kel. Wainitu
Ambon

3. Syeni Salhuteru Jl. OT. PATTIMAIPAUW RT. 001/002 Kel. Wainitu
4. Novi Tanarubun Jl. DR. SIWABESSY RT. 001/004 Kel. Wainitu Ambon
5. Reinaldo Salhuteru Jl. OT. PATTIMAIPAUW RT. 002/002 Kel. Wainitu
6. Praisy Leniker Abrahams Jl. OT. PATTIMAIPAUW RT. 001/002 Kel. Wainitu
7. Elizabeth Kerjapy Jl. LR D LIMBOTO RT. 004/002 Kel. Kudamati
8. Raynold Latupeirissa Kramat Jaya RT. 004/006 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe
9. Aprilia V Patuwo Tanah Tinggi RT. 001/003 Kel. Uritetu Kec. Sirimau
10. Noortje Souisa Jl. LR D LIMBOTO RT. 004/002 Kel. Kudamati
11. Nevia Weku
12. Saripa Hatala BATU MERAH RT. 001/001 Kec. Sirimau Ambon
13. Sri Utami Ratmin BTN Kebun Cengkeh RT. 005/015 Ambon
14. Sunarsih Is Nurlette Gang Lorgi RT. 001/001 Kel. Batu Merah Kec. Sirimau
15. Marcella Haurissa Jl. Sultan Hassanudin RT. 001/001 Kel. Batu Merah
16. Maryam Hatala BATU MERAH RT. 002/002 Kec. Sirimau Ambon
17. Hayati Tuhulele BATU MERAH RT. 002/002 Kec. Sirimau Ambon
18. Chandra May Nurlette Jl. Sultan Hassanudin RT. 001/001 Kel. Batu Merah
19 Katrida Rumantenan Jl. Dr. Malaihollo RT.003/003 Kel. Benteng
20 Meyske Flora Wenno Benteng Atas RT. 003/002 Kel. Nusaniwe
21 Ferdinand Elia Kilyauw Benteng Atas RT. 003/004 Kel. Nusaniwe
22 Nelci Putirulan Benteng Atas RT. 003/004 Kel. Nusaniwe
23 Benonny Ngutra Benteng Atas RT. 003/002 Kel. Nusaniwe
24 Sance Kakisina Jl. Dr. Malaihollo RT.003/003 Kel. Benteng
25 Margaretta Rahametwau Batu Gantung RT. 001/003 Kel. Mangga dua
26 Martha Jacob Benteng Atas RT. 003/003 Kel. Nusaniwe
27 Paulla Wattilete Benteng RT. 003/003 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe
28 Inkasandra O Rahayaan Benteng Atas RT. 004/002 Kel. Nusaniwe
29 Neltje Ruipassa Jl. Dr. Kayaode RT. 001/002 Kel. Benteng
30 Olga J Rattu Jl. Dr. Kayaode RT. 005/005 Kel. Kudamati
31 Adriany Hisubu Jl. Dr. Kayaode RT. 003/005 Kel. Kudamati
32 Judith Frielen Natalia Seilale RT. 002/001 Kec. Nusaniwe
33 Yaneman Latuputty Dusun Ukuhuri RT. 002/009 Kel. Latuhalat
34 Helvy Loppies Jl. Dr. Kayaode no 34 RT. 003/006 Kel. Kudamati
35 Seyne Engko Benteng RT. 004/005 Kel. Benteng Kec. Nusaniwe
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Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 4

antara Tahun 2020 dan Tahun 2021
Indikator Kinerja 2020 2021

Real
Kinerja

Cap
Kinerja

Real
Kinerja

Cap
Kinerja

1. Persentase Cakupan Bina Kelompok
Pedagang

7,2% 99,6% 7,2% 100%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 4

Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir periode Renstra
Indikator Kinerja Realisasi

2020
Realisasi
2021

Target
2024

1. Persentase Cakupan Bina Kelompok
Pedagang

7,2% 7,2% 7,2%

Berikut ini adalah Tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran 4, sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang

Sasaran Meningkatnya Cakupan Bina Kelompok Pedagang
Program/Kegiatan Anggaran

(Rp.)
Realisasi
(Rp.)

% APBD/
APBN

1. Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

99.838.000 99.477.000 99,6 APBD

Kegiatan Pengendalian
Usaha Perdagangan Bahan
Berbahaya Pengecer
Terdaftar

99.838.000 99.477.000 99,6 APBD

Kegiatan Pemeriksaan
Sarana Distribusi Bahan
Berbahaya

T O T A L 99.838.000 99.477.000 99,6 APBD
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** SASARAN 5 : Stabilnya Harga Bahan Pokok

Hasil Pengukuran Sasaran Stabilnya Harga Kebutuhan Pokok dapat dilihat
pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Stabilnya Harga Kebutuhan Pokok Tahun2021

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)

1. Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok 3,5 –
4 %

3,8% 99,6%

Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok yaitu suatu kegiatan pemantauan dan
analisa terhadap turun naiknya harga kebutuhan bahan pokok yang diperoleh dari
pasar-pasar tradisional dengan cara membandingkan harga pada tahun berjalan
dengan harga pada tahun sebelumnya, yang disebut fluktuasi tahun per tahun.
Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan Pokok diperoleh dari rata-rata fluktuasi 16
Bahan Kebutuhan Pokok yang diawasi pada tahun 2021, dibandingkan dengan
fluktuasi 16 Bahan Kebutuhan Pokok pada Tahun 2020 menggunakan rumus
tertentu.

Penetapan target 3,5 – 4 % pada Tahun 2021 merupakan target fluktuasi
harga yang telah dihitung berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat. Apabila
angka fluktuasi melebihi 4 %, maka dapat terjadi menurunnya daya beli
masyarakat.

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 5

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021
Indikator Kinerja 2020 2021

Real
Kinerja

Cap
Kinerja

Real
Kinerja

Cap
Kinerja

1. Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan
Pokok

4,19 99% 3,8% 99,6%



46

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 5

Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir periode Renstra
Indikator Kinerja Realisasi

2020
Realisasi
2021

Target
2024

1. Persentase Fluktuasi Harga Kebutuhan
Pokok

4,19% 3,8% 3,5 - 4%

Tabel 3.20
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang

Sasaran Stabilnya Harga Kebutuhan Pokok
Program/Kegiatan Anggaran

(Rp.)
Realisasi
(Rp.)

% APBD/
APBN

1. Program Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

3.049.393.565 3.039.667.840 99,6 APBD

Pengendalian Harga,
Informasi
Ketersediaan Stok
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi
Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang
terintegrasi dalam
Sistem Informasi
Perdagangan

3.049.393.565 3.039.667.840 99,6 APBD

Kegiatan Operasi
Pasar dalam rangka
Stabilisasi Harga
Pangan Pokok yang
dampaknya beberapa
daerah
Kabupaten/Kota dalam
1 (satu) daerah
Provinsi

2 Program
Pengembangan
Perdagangan Dalam
Negeri Maluku

830.533.000 830.350.500 99,97 APBN
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Pada tahun 2021 pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar
terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada Bidang Perdagangan Dalam
Negeri (PDN). Untuk tahun 2021 ini alokasi dana APBD dari Pemerintah Provinsi
Maluku pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah
sebesar Rp. 3.149.231.565,- (tiga milyard seratus empat puluh Sembilan juta dua
ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian

kegiatan Pengembangan PDN Daerah sebesar Rp. 3.049.393.565,- (tiga milyard
empat puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus empat

puluh lima rupiah) dan kegiatan Monitoring Distribusi Bahan Berbahaya sebesar
Rp. 99.838.000,- (sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan

ribu rupiah). Sedangkan Program Pengembangan Perdagangan Dalam negeri
Maluku (Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan) dengan total anggaran (Pagu)
sebesar Rp. 619.175.000.,- (enam ratus sembilan belas juta seratus tujuh puluh
lima ribu rupiah), realisasi anggaran sebanyak Rp. 608.859.104,- (enam ratus
delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat rupiah) atau
98,33%.

Berikut hasil pelaksanaan kegiatan bidang PDN pada tahun 2021 dapat
kami uraikan sbb :
A. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Berdasarkan DPA SKPD Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri (APBD), belum banyak kegiatan yang dilaksanakan pada
semester pertama. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun
2021 adalah :
1. Koordinasi Dalam rangka Pembangunan Pasar Mardika
Dalam rangka pembahasan pembangunan pasar Mardika, telah dilakukan

rapat koordinasi di Tangerang Banten pada tanggal 2-4 Juni 2021. Rapat ini
sebagai tindak lanjut dari rapat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota

Ambon dan Tim Kementerian PUPR di Ambon pada akhir Mei 2021. Dalam
rapat di Tangerang, dibahas hal-hal yang terkait dengan dukumen

perencanaan yakni unsur konstruksi dan unsur mekanikal ekektrikal.
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Pembahasan dilakukan secara detail terhadap setiap item pekerjaan
maupun bahan-bahan/material yang akan digunakan serta proses
pekerjaan. Mekanisme yang terjadi dalam kegiatan pembahasan adalah
pihak konsutan memaparkan produk perencanaan yang telah dibuat,
kemudian ditanggapi oleh masing-masing nara sumber.

2. Penyediaan bantuan sarana perdagangan kepada masyarakat

Dalam rangka menunjang program pemberdayaan, telah didistribusikan
sejumlah bantuan berupa, tenda + kursi usaha, peralatan catering, etalase

jualan dan gerobak yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.
3. Monitoring bahan berbahaya

Kegiatan monitoring bahan berbahaya di 6 kabupaten/kota (SBB, Malteng,
SBT, Buru, Bursel dan Kota Ambon) sudah dilaksanakan, kecuali kota
Ambon yang

4. Rakornas Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Barang Pokok
Rakornas menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dilaksanakan di
Bandung pada tanggal 15 November 2021. Dari hasil Rakornas tersebut,
dilaporkan bahwa menghadapi hari Natal dan Tahun Baru 2021, stok
barang pokok di daerah-daerah tersedia secara cukup dengan tingkat harga
yang umumnya stabil, kecuali harga minyak goreng dan cabe yang sangat
fluktuatif.

5. Pemantapan ke daerah sentra produksi Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan
Kegiatan Pemantapan ke sentra produksi Sulawesi Selatan Jawa Timur
dilakukan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dan berjalan dengan
lancar. Tim Pemantapan yang terdiri dari unsur, Dinas Perindag Provinsi

Maluku, Komosi III DPRD Provinsi Maluku dan Bappeda Provinsi Maluku
dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Perindag Maluku. Beberapa agenda

pertemuan yang dilakukan tim antara lain :
a. Sulawesi Selatan

Pertemuan bersama Kepala Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan,
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Bulog Sulsel, OPD terkait, Produsen tepung terigu dan distributor
bawang merah

b. Jawa Timur
Pertemuan bersama Kepala Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur, Bulog
Sulsel, OPD terkait, Produsen gula pasir, 4 (empat) perusahaan
pelayaran yang tergabung dalam INSA.

Dari pertemuan tersebut, pada prinsipnya semua pihak yang dikunjungi
baik di Makassar maupun Surabaya sangat mendukung upaya-upaya

Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjaga kelancaran, ketersediaan dan
stabilitas barang kebutuhan pokok di Maluku. Mereka berjanji dan

berkomitmen untuk membantu Pemerintah Provinsi Maluku bila diperlukan.
6. Pembuatan Aplikasi TAGALAYA
Dalam rangka terpenuhinya kebutuhan terhadap laporan stok dan harga
barang pokok serta informasi muatan balik di seluruh Kabupaten/Kota
dalam Provinsi Maluku secara cepat, transparan dan terupdate, telah
dilaunching TAGALAYA (Sistim Informasi Harga dan Logistik Wilayah
Maluku). Sampai saat ini aplikasi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara
maksimal karena meskipun sudah dalam proses download di playstore,
namun situs aplikasi ini sementara direview pihak google karena
dikhawatirkan mengandung konten sara atau pornografi. Kami laporkan
bahwa hasil reviuw google, aplikasi Tagalaya Harga dan Muatan Balik sudah
dapat dilihat di playstore, sementara aplikasi Tagalaya Stok ditolak, dan
sedang banding oleh programer. Saat ini status ditolak sudah berubah
menjadi ditinjau kembali.

7. Rehabilitasi Laboratorium BPSMB
Pekerjaan Rehabilitasi Laboratorium BPSMB oleh pihak kontraktor

dilaporkan sudah selesai dikerjakan, namun hasil pekerjaan rehabilitasi
belum sesuai gambar gedung, sehingga perlu ditinjau untuk diselesaikan.
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8. Kegiatan Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok
a. Kegiatan monitoring harga selama tahun 2021 tetap dilakukan setiap hari
dengan objek pantauan pasar tradisional dan setiap minggu pada
distributor, namun dalam masa pandemi, objek dan frekwensi pantauan
diperluas ke ritel-ritel modern (lokal dan nasional) dengan frekwensi dari
1 kali seminggu menjadi 3 kali dalam seminggu di semua objek pantauan

dan melibatkan Tim Monitoring Terpadu Dinas Perindag Provinsi Maluku
yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Perindag, Direktorat Reskrimsus

Polda Maluku, Dinas Pertanian Promal dan Dinas Ketahanan Pangan
Promal. Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap harga dan stok barang.

b. Pada masa pandemi Covid-19, pemantauan stok barang kebutuhan
pokok ditingkatkan dari 1 kali seminggu menjadi 3 kali seminggu untuk
memastikan dan memberikan informasi dan meyakinkan masyarakat
bahwa barang kebutuhan pokok tetap tersedia dalm jumlah cukup
sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apalagi panik.

c. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tertinggal,
terpencil, terluar dan perbatasan terhadap barang pokok dan barang
penting dalam masa pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Maluku
bersama Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan pimpinan PT. Pelni
Cabang Ambon telah beberapa kali melakukan langkah-langkah
koordinasi dengan mengalih-fungsikan kapal-kapal penumpang Sabuk
Nusantara milik PT. Pelni untuk mengangkut barang pokok dan barang
penting ke daerah-daerah tersebut.

9. Kegiatan Pasar Murah Menjelang HBKN

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin menjelang hari-hari besar
keagamaan (HBKN) yang dilaksanakan menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1

Syawal 1442 H, dan untuk tahun 2021 ini akibat adanya pandemi Covid-19,
pelaksanaan pasar murah tidak lagi dilakukan dalam bentuk stay tetapi

secara mobile pada 33 titik (desa/kelurahan/RT) yang tersebar di sejumlah
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wilayah dalam Kota Ambon dan wilayah-wilayah Kabupaten Maluku Tengah
yang terletak di pulau Ambon.
Selain itu juga ditengah kondisi harga minyak goreng yang sudah
menembus harga Rp. 20.000,-/kg, maka dalam rangka membantu
masyarakat, Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan pasar murah
khusus minyak goreng dengan harga Rp. 17.000/liter di kurang lebih 47

titik yang tersebar di berbagai wilayah baik di kota dan pulau Ambon.
Kegiatan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H dibuka oleh

Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan koordinasi dengan kepala desa/lurah/RT
pada lokasi-lokasi yang dilakukan pasar murah. Kegiatan ini berlangsung
pada tanggal 29 dan 30 April 2021.

b. Tahap pelaksanaan
Pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun
2021 dilakukan pada tanggal 3 s/d 6 Mei 2021 di 33 titik dengan rincian
lokasi sbb :

Waktu dan Lokasi Pasar Murah

No. Tanggal Lokasi

1. 3 Mei 2021 Laha, Dusun Kemiri, Taeno, Hunut Bawah, Ureng, Assilulu,
Larike, Wakasihu

2. 4 Mei 2021 Waeheru, Latta, Pandan Kasturi Lorong Pandan, Morella,
Mamala, Hitu Lama, Hitu Meseng

3. 5 Mei 2021
Kebun Cengkeh Depan SMP 14, Gunung Melintang, Air Besar
Batu Merah, Ponegoro, Negeri Lima, Seith, Kaitetu, Hila,
Wakal

4. 6 Mei 2021 Pohon Mangga Air salobar, Waihaong, Silale, Jalan Baru,
Liang, Tulehu, Tengah-tengah, Tial

Untuk pasar murah menjelang hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022,
dilakukan secara mobile di 29 titik tersebar di pulau Ambon dan
dilaksanakan dari tanggal 13 -16 Desember 2021, kegiatan pasar murah
ini dilepas secara resmi oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Maluku.
Waktu dan tempat kegiatan pasar murah dapat dirinci sebagai berikut :
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Waktu dan Lokasi Pasar Murah Natal

No. Tanggal Lokasi

1. 13 Desember 2021 Allang, Liliboy, Hattu, Toisapu, Passo Lembah Argo,
Lateri.

2. 14 Desember 2021 Riang Tawiri, Hative Besar, Wayame, Halong Atas,
Ahuru.

3. 15 Desember 2021 Rumah Tiga, Hunuth Durian Patah/Nania, Karang
Tagepe, Kelurahan Nusaniwe, Batu Gajah Patah,

4. 16 Desember 2021
Waai, Suli Kampung, Suli Pengungsi Tial, Suli
Pengungsi Banda, Rutong, Leihary, Dusun Seri,
Dusun Wae Mahu, Dusun Tupa, Dusun Ukuhury,
Dusun Om Putty

B. Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Maluku
Sementara untuk Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Maluku
(Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2021, sesuai DIPA Nomor SP DIPA-
090.02.3.219059/2020 tanggal 12 November 2020 dan Program Operasional
Kegiatan (POK) Tahun 2021.
Kegiatan yang dibiayai dengan dana Dekonsentrasi T.A. 2021, realisasi
keuangan sebesar Rp. 830.533.000,- atau mencapai 99,98%, dengan
perincian :
a.Pagu anggaran Bidang PDN sebesar Rp. 598.583.000,- realisasi sebesar Rp.

598.491.750,- (99,98%);

b.Pagu anggaran Bidang PKTN sebesar Rp. 231.950.000,- realisasi sebesar
Rp. 231.858.750,- (99,96%).

** SASARAN 6 : Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas

Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dalam urusan
Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Maluku Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut ini :

Tabel 3.21
Capaian Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2021
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No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Nilai Ekspor Non Migas (Juta USD) 14,3 14,82 103,64 %

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2021 (Januari-November) adalah
sebesar USD 14,82 Juta, capaiannya 103,64% dari target sebesar USD 14,3 Juta.
Realisasi ini masih sampai dengan bulan November diharapkan akan ada kenaikan
lagi pada bulan Desember. Peningkatan ekspor ini disebabkan adanya Kebijakan
Pemerintah Daerah untuk ekspor langsung dari pelabuhan ekspor yang ada di
Maluku. Selain itu pada tahun 2021 adanya penambahan komoditi ekspor yaitu
pala dan damar selain komoditi perikanan yang menjadi komoditi andalan Maluku.
Adanya langkah-langkah kongkrit yang diambil oleh Tim Peningkatan Ekspor (TIPE)

dalam mengatasi masalah/kendala ekspor.

Realisasi Nilai Ekspor Non Migas dan Capaian Tahun 2021 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2020. Perbandingan realisasi dan
capaian nilai ekspor non migas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 6

Antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.22 diatas Realisasi Nilai Ekspor Maluku Non Migas Tahun
2021 mengalami pengalami penurunan sebesar USD 26,78 Juta atau 64,38% jika
dibandingkan dengan Tahun 2020 pada periode yang sama (Januari - November)

yaitu Nilai Ekspor Non migas sebesar USD 41,6 Juta. Begitupula dengan

No. Indikator Kinerja
2020 2021

Realisasi Capaian Realisasi Capaian
1. Nilai Ekspor Non Migas

(Juta USD)
45,13

(Jan-Des)
2247,2% 14,82

(Jan-Nov)
103,64 %
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capaiannya jika dibandingkan dengan Tahun 2020 periode yang sama mengalami
penurunan sebesar 116,36%.

Berikut ini perbandingan realisasi indikator Tahun 2020 dan 2021 serta
Tahun Akhir Periode Renstra Tahun 2024.

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 6

Tahun 2020 dan Tahun 2021 serta Akhir Tahun Periode Renstra

Berdasarkan tabel 3.23 maka sampai dengan akhir peride Renstra yaitu
Tahun 2024 target Nilai Ekspor Non Migas adalah 10% dari Nilai Ekspor Non Migas

tahun sebelumnya. Untuk mencapai Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Ekspor
Non Migas maka pada Tahun Anggaran 2021 Bidang Perdagangan melaksanakan

program dan kegiatan sebagai berikut:

 Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan melalui beberapa kegiatan
antara lain:
 Koordinasi Peningkatan Ekspor.
Kegiatan ini dilaksanakan di 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah,
Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Maluku Tenggara.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui komoditi potensial ekspor,
pendataan terhadap eksportir atau UKM potensial ekspor serta
mensosialisakan ekspor langsung dari Maluku yang difasilitasi oleh Pemerintah
Daerah dan Instansi Vertikal lainnya karena hingga saat ini banyak Komoditi
Potensial Maluku yang diekspor dari luar Maluku yakni Surabaya dan Jakarta.

No. Indikator Kinerja
Realisasi
2020

Realisasi
2021

Target
2024

1. Nilai Ekspor Non Migas
(Juta USD)

USD 45,13
Juta

(Jan-Des)

USD 14,82
Juta

(Jan-Nov)

10%



55

- Koordinasi Peningkatan Ekspor yang dilaksanakan di Kabupaten Seram
Bagian Timur (SBT) kami
mengunjungi beberapa
UKM Potensial Ekspor. Dari
kunjungan kami sudah
bagus produk UKM hanya

saja banyak sekali UKM
yang terkendala dalam hal

kemasan. Kemasan yang
mereka gunakan biasa saja sehingga jika produk

mereka yang akan di jadikan komoditi ekspor masih jauh sekali hal ini perlu
bimbingan dan pendampingan dalam meningkatkan produk mereka agar
dapat menjadi komoditi potensial ekspor kedepannya. Kami kemudian
memberikan arahan tentang bagaimana pentingnya sebuah kemasan yang
fungsinya melindungi isi produk (selama disimpan, distribusi dan digunakan)
misalnya dari kebocoran, kadaluarsa, kerusakan dan lain-lain. Dari UKM
yang kami kunjungi ada 3 UKM Potensial Ekspor yaitu UKM Melati
produknya sabun organik dan UKM Ratu Andan produknya Tepung Sagu.

- Koordinasi Peningkatan Ekspor di Kabupaten Maluku Tengah kami juga
mengunjungi beberapa UKM Potensial Ekspor
diantaranya UKM Watooy dengan produknya Virgin
Coconut oil (VCO) dan GnR Masohi Shop dengan
Produk Abon Ikan Tuna Segar. Kelompok Usaha
Watooy mengolah kelapa untuk meningkatkan nilai
jual dengan menghasilkan VCO selain produk lainnya.

VCO yang merupakan minyak kelapa murni sangat bermanfaat untuk
kesehatan. Dari segi kemasan VCO sudah bagus hanya saja belum memiliki

ijin usaha seperti pirt dan label halal yang merupakan salah satu
persyaratan untuk ekspor. Sedangkan Abon ikan Tuna Segar yang

dihasilkan oleh GnR Masohi Shop dari hasil kunjungan kerumah produksinya
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produknya sudah memenuhi persyaratan ekspor dari segi kemasan sudah
bagus, perizinan diantaranya label HALAL, PIRT dan BPOM.

- Koordinasi Peningkatan Ekspor di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari
pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Peningkatan Ekspor dengan intansi terkait
di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan,
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,

Bappeda dan UPTD Kesatuan Pengelolahan Hutan, instansi vertikal terkait
seperti Bea Cukai serta perusahaan potensial ekspor. Ternyata terdapat

beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

a. Sarana dan Prasarana Pelabuhan belum memenuhi syarat

b. Infrastruktur pendukung seperti jalan raya belum terlalu memadai
c. Belum adanya UPI yang bersertifikasi
d. Mahalnya biaya logistik
Dari kendala dan permasalahan yang ada
Team menyampaikan agar dibentuk Tim
Peningkatan Ekspor (TIPE) yang
beranggotakan intansi terkait dan instansi
vertikal terkait untuk bersama berupaya
sekuat tenaga untuk membenahi sarana
dan prasarana, infrastruktur, perijinan dan
lain sebagainya agar dapat mewujudkan
ekspor melalui Maluku Tenggara dan kota
Tual. Memberikan edukasi dan bantuan
kemudahan fasilitas kepada perusahaan
agar kendala yang menghambat dalam pelaksanan ekspor dapat

diselesaikan dengan mudah. Diharapkan dengan sinergi koordinasi yang
intens tersebut, maka segera akan dapat mewujudkan eksportir-eksportir

baru beserta komoditi baru melalui Maluku Tenggara sehingga akan untuk
dapat membantu menumbuhkan perekonomian daerah.
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Output yang dicapai dari kegiatan Koordinasi Peningkatan Ekspor
adalah munculnya komoditi dan ekspotir baru sedangkan Outcome yang
dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

 Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor
Dalam rangka meningkatkan Ekspor Maluku, Tim
Peningkatan Ekspor (TIPE) pada tahun anggaran 2021

melaksanakan rapat sebanyak 2 (dua) guna membahas
permasalahan ekspor yang dihadapi dan mengevalusi

kegiatan ekspor yang dilakukan ditahun sebelumnya.
Pada Rapat yang dipimpin oleh ketua TIPE Asisten II

Bidang perekonomian membahas agar dapat
mengidentifikasi kembali potensi-potensi ekspor di
Maluku dengan mendorong perusahaan-perusahaan
untuk ekspor langsung dari Maluku. Rapat-Rapat
selanjutnya membahas permasalahan dan mencari

solusi atas permasalahan ekspor yang dihadapai oleh para eksportir yang ada
di Maluku terutama untuk Ekportir Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan.

Output yang dicapai dari kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Ekspor
adalah mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh eksportir sedangkan
Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

 Monitoring Pelaksanaan Ekspor Langsung
Pada tahun anggaran 2021
kami melaksanakan
monitoring sebanyak 9
(sembilan) kali yaitu

ekspor langsung Ikan Tuna
dengan menggunakan

Cargo Citilink dengan rute Ambon-Manado-Narita
Jepang. Selain itu mengunjungi PT. Maluku Prima Sukses di Desa Ureng untuk

persiapan ekspor fresh yellowfin tuna ke Amerika pada bulan januari 2021.



58

Monitoring ekspor langsung di bandara Pattimura untuk pelepasan ekspor 59
box (6,3 ton) komoditi fresh tuna whole PT. Peduli Laut Maluku yang dilepas
secara resmi oleh Gubernur Maluku. Pemantauan Ekspor Langsung pada
bulan maret pelepasan ekspor perdana komoditi perkebunan pala ke china
sebanyak 28 ton melalui pelabuhan yos sudarso dan Pelepasan Ekspor PT.
Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) dengan komoditi ikan cakalang ke Jepang.

Pada tahun 2021 bertambahnya komoditi eksportir baru selain komoditi
perikanan yaitu komoditi perkebunan (pala) dan komoditi kehutanan (damar).

Output yang dicapai dari kegiatan Monitoring Pelaksanaan Ekspor
Langsung adalah terdatanya dan terpantau keguatan ekpor Maluku

sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai ekspor non migas.

 Program Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
dengan kegiatannya adalah :
 FGD Optimalisasi Ekspor Daerah melalui perjanjian Perdagangan. Kegiatan

ini dilakukan secara online dan offline yang diikuti oleh 50 (limapuluh)
peserta dan 6 (enam) Narasumber dari Kementereian Perdagangan R.I,
FTA Center Makassar, Kadin Maluku dan Eksportir. Tujuan dilaksanakan
kegiatan ini memberikan informasi kepada aparat, pelaku usaha, eksportir
dan calon eksportir tentang perjanjian perdagangan bebas/FTA yang dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman
eksportir pelaku usaha, eksportir dan calon ekportir tentang perjanjian
perdagangan bebas/FTA dan dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan
ekspor sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai
ekspor non migas.

 Seleksi Pengembangan Kemasan
Seleksi Pengembangan Kemasan dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu

Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram
Bagian Timur (SBT). dari
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seleksi yang dilakukan untuk pengembangan kemasan potensial ekspor
diperoleh 2(dua) UKM, satu dari Kabupaten Maluku Tengah Yaitu UKM
Watooy dengan Produk Virgin Coconut Oil (VCO) dan satu dari
Kabupaten SBT yaitu Tepung Sagu dari UKM Ratu Andan. Kegiatan ini
dilaksanakan 3 (tiga) tahap yaitu seleksi, desain kemasan, penyerahan
kemasan. UKM yang terpilih diikutsertakan dalam Pameran TEI 2021

secara Virtual.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan potensial
ekspor sedangkan sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan
nilai ekspor non migas.

 Pelatihan Ekspor

Pelatihan ekspor diikuti oleh aparat
Bidang Perdagangan Luar Negeri dan
eksportir yang dilaksanakan oleh
Kementerian Perdagangan RI di Balai
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor
Indonesia Kementerian Perdagangan

Republik Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk memberi pemahaman
tentang ekspor.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan ekspor kepada
aparat dan eksportir sedangkan Outcome yang dicapai adalah

peningkatan nilai ekspor non migas.
 Partisipasi Pada Pameran TEI 2021 (Virtual) pameran Trade Expo

Indonesia (TEI) di ikuti oleh 2 (dua) UKM yaitu UKM Watooy dengan
produk VCO dan UKM Ratu Andan dengan produk Tepung Sagu secara
virtual.

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah terpromosinya komoditi

ekspor maluku sedangkan Outcome yang dicapai adalah peningkatan nilai
ekspor non migas.
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Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun
anggaran 2021 maka Realisasi Anggaran program dan kegiatan tahun 2021 dapat
dilihat pada tabel 3.24 berikut ini :

Tabel 3.24
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang

Sasaran Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas
No Program/

Kegiatan
Pagu
(Rp.)

Realisasi
(Rp.)

%

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
1. Pengembangan Fasilitasi

Perdagangan Luar Negeri Daerah
593.863.000 579.493.000 97,6

- FGD Optimalisasi Ekspor Daerah
melalui Perjanjian Perdagangan

77.083.000 77.083.000 100

- Seleksi Pengembangan Kemasan 223.354.000 223.354.000 100
- Pengembangan Kemasan 143.476.000 143.476.000 100
- Pelatihan Ekspor 28.226.000 28.226.000 100
- Partisipasi Pada Pameran TEI 2021

(Virtual)
30.000.000 15.630.000 52,1

- Layanan Perkantoran 235.200.000 235.200.000 100
B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Pengembangan Ekspor 313.792.000 249.245.000 79,43
- Koordinasi Kegiatan Daglu di Kab.

SBT
16.065.000 16.065.000 100

- Koordinasi Peningkatan
Ekspor(Malra,SBT dan Malteng)

83.097.000 83.097.000 100

- Koordinasi Ke Kementrian 63.872.0000 63.800.000 99,9
- Rapat Tim Peningkatan Ekspor (TIPE) 6.600.000 6.325.000 95,83
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Ekspor di Kota Ambon
15.500.000 15.500.000 100

- Monitoring Barang Impor (Kab.
Malteng, SBB dan Kota Ambon)

20.058.000 20.058.000 100

- Honorarium TIPE 103.800.000 39.600.000 38,15
- Honor PPTK 4.800.000 4.800.000 100

Nilai Ekspor Non Migas Maluku pada tahun-tahun mendatang harus lebih
meningkat dan semakin meminimalisasi permasalahan yang dihadapi eksportir
dengan cara:
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a. Perlu dilakukan negosiasi dan komunikasi intensif dengan perusahan
penerbangan untuk dapat memperluas atau membuka penerbangan untuk
negara tujuan ekspor lainnya.

b. Mendorong Pemerintah daerah atau swasta harus dapat menyediakan
laboratorium pengujian mutu yang terakreditas

c. Perlu adanya intervensi Pemerintah Pusat untuk membantu para eksportir

dengan memberikan subsidi untuk membantu para pelaku ekspor mengatasi
tingginya harga kontainer.

d. Melakukan koordinasi ditingkat daerah maupun pusat
e. Sinkronisasi kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terutama yang

terkait dengan regulasi sehuingga dapat mengikat semua perusahaan yang
beroperasi di Maluku

f. Pemerintah daerah khususnya instansi terkait secara proaktif mendorong dan
memberikan kemudahan kepada eksportir untuk melakukan ekspor langsung
dari Maluku serta membuat regulasi yang dapat membatasi barang/komoditi
ekspor yang keluar dari Maluku tanpa membuat dokumen Ekspor di Maluku.

g. Perlu adanya diversifikasi produk ekspor agar tidak bertumpu hanya pada
produk perikanan.

** SASARAN 7 : Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, untuk
mewujudkan sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
dilaksanakan oleh salah satu bidang teknis yaitu Bidang Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga. Selain itu juga di Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Provinsi Maluku ini terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang (UPDT BPSMB) yang juga mempunyai tugas dan fungsi

terkait dengan Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
Sehingga pada tabel-tabel berikut akan ditampilkan sasaran kinerja yang

dilaksanakan oleh Bidang Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dalam 1 (satu) tabel,
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maka capaian kinerjanya digabung dan dijumlahkan untuk diperoleh rata-rata
hasil pembagiannya.

Adapun analisis pengukuran pencapaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel-
tabel berikut:

Tabel 3.25
Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib

Niaga Tahun 2021
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)

1 Persentase Barang Beredar yang
sesuai ketentuan

65 % =
130 produk

70,5 % =
141 produk

108,5

2 Persentase Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Produk

9 komoditi 6 komoditi 66,6

Rata-rata Capaian Kinerja 87,55

Jumlah barang beredar yang diawasi
Capaian 2021 = x 100%

Target jumlah barang beredar yang diawasi

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 7

antara Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja
2020 2021

Realisasi
Kinerja

Capaian
Kinerja

Realisasi
Kinerja

Capaian
Kinerja

1 Persentase Barang Beredar
yang sesuai ketentuan

46 83,64 70,5 108,5

2 Persentase Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Produk

-- -- 6
komo
diti

66,6
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Tabel 3.27
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 7

Tahun 2020 dan 2021 serta Tahun Akhir periode Renstra

Indikator Kinerja
Realisasi
2020

Realisasi
2021

Target
2024

1 Persentase Barang Beredar yang sesuai
ketentuan

46% 70,5% =
141 jenis
produk

100% =
200 jenis
produk

2 Persentase Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Produk

-- 6 komoditi 6 komoditi

Berikut ini adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang
Sasaran 7.

Tabel 3.28
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Sasaran 7
Meningkatnya Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

No. Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)

Realisasi
(Rp)

% APBD/
APBN

1 Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

299.810.000 298.660.800 99,62 APBD

1.1 Pelaksanaan Perlindungan
Konsumen di seluruh
Kabupaten/Kota

99.860.000 99.026.800 99,16

1.2 Pelaksanaan Pengawasan
Barang Beredar dan/atau Jasa
di Seluruh
Kabupaten Kota

199.950.000 199.634.000 99,84

2 Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

126.904.826 79.447.976 63 APBD

1.1 Pelaksanaan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Produk di
seluruh Kabupaten/Kota

126.904.826 79.447.976 63

3 Perlindungan Konsumen di
Daerah

231.950.000 231.767.500 99,92 APBN

1.1 Edukasi Konsumen 114.310.000 114.277.500 99,97
1) Penyelenggaraan Hari
Konsumen Nasional

15.000.000 15.000.000 100,00
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2) Sosialisasi Perlindungan
Konsumen

99.310.000 99.277.500 99,97

1.2 Penyelenggaraan Aksi
Perlindungan
Konsumen

117.640.000 117.490.000 99,87

1) Pengawasan Kegiatan
Perdagangan dan Barang
Beredar dan Jasa

102.100.000 102.100.000 100,00

2) Pengiriman dan Pengujian
Sampel

15.540.000 15.390.000 99,03

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada tahun akan datang, maka perlu
dilakukan beberapa langkah-langkah kebijakan, antara lain :

1. Penambahan SDM Petugas Pengawas, baik Petugas Pengawas Barang dan
Jasa (PPBJ), Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), maupun Penyidik
Pengawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen / Perdagangan (PPNS-PK/DAG),
baik melalui cara rekrutmen CPNS/PPPK maupunmengikutkan SDM yang
telah ada untuk pelatihan PPBJ, PPTN dan/atau PPNS-PK/DAG.

2. Pada saat pelaksanaan pengawasan, baik pengawasan barang beredar
dan/atau jasa, pengawasan kegiatan perdagangan, maupun penyidikan,
sebaiknya petugas yang ditugaskan adalah petugas yang memiliki
kompetensi/keahlian di bidang pengawasan (PPBJ, PPTN, dan/atau PPNS-
PK/DAG). Hal ini agar sesuai dengan amanat pada Pasal 7 Peraturan
Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan
Kegiatan Perdagangan, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan No. 69
Tahun 2108 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.

3. Diperlukan penambahan anggaran, khususnya APBD terkait pengawasan
barang beredar, dimana diperlukan pembelian sampel barang hingga

pengujiannya, sehingga hasil pengawasan dapat lebih maksimal. Selain itu,
dengan adanya hasil pengujian barang, dapat dilakukan tindakan lebih lanjut

terkait berang beredar yang berdasarkan hasil pengujiannya tidak sesuai
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dengan parameter yang ditetapkan.

4. Selain penambahan anggaran untuk pembelian dan pengujian sampel,
diperlukan juga penambahan anggaran agar kegiatan pengawasan dapat
dilakukan hingga ke tingkat kecamatan pada kabupaten/kota, bukan hanya di
ibukota kabupaten/kota saja.

5. Pengadaan kendaraan opersioanal untuk kegiatan pengawasan, baik

pengawasan barang beredar dan/atau jasa, pengawasan kegiatan
perdagangan, maupun penyidikan sehingga mobilisasi petugas pengawas

dapat lebih maksimal.
6. Perlu dibuka formasi jabatan Penguji Mutu Barang pada penerimaan pegawai

Provinsi Maluku, dikarenakan UPTD BPSMB Maluku belum memiliki ASN
sebagai tenaga fungsional Penguji Mutu Barang.

7. Dalam program kegiatan Tahun 2022 telah dimasukan pengadaan peralatan
pengujian mutu barang dalam rangka mewujudkan Laboratorium Pengujian
Mutu Barang milik UPTD BPSMB Maluku sendiri.

8. Dalam program dan kegiatan tahun 2022 telah disusun penambahan 1 (satu)

orang tenaga honorer yang akan bertugas sebagai tenaga Analis Pengujian
Mutu Barang, disamping 2 (dua) orang tenaga Analis yang sudah ada.

9. Telah direncanakan juga pada tahun 2022 ada pengiriman 1 (orang) ASN
untuk mengikuti Pelatihan Fungsional Reguler PMB Kategori Keahlian,
disamping ada juga Pelatihan Teknis lainnya yang berkaitan dengan Pengujian
Mutu Barang yang akan diikuti oleh ASN maupun tenaga honorer pada tahun
2022.

III.2. Capaian Keuangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku per 31 Desember
2021 telah melakukan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut ini.
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Tabel 3.29
Penyerapan Anggaran Per Program/Kegiatan APBD
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Tahun 2021

NO. PROGRAM / KEGIATAN PAGU
(Rp.)

REALISASI
(Rp.) (%)

1 Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi

6.263.202.279 6.202.851.337 99,0
3

Perencanaan Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

900.572.149 896.362.750

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

69.980.000 69.312.000

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

638.523.130 638.391.297

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.314.057.000 1.303.250.000

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

992.070.000 967.556.300

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.348.000.000 2.327.978.990

2 Program Perencanaan dan
Pengembangan Industri

7.217.319.476 7.158.457.300 99,2

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembaruan
Sumber Daya Industri

2.432.171.000 2.428.978.800

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pemberdayaan
Industri dan Peran serta
Masyarakat

3.988.448.476 3.950.019.700

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan kebijakan
Percepatan Pengembangan
Penyebaran dan Perwilayahan
Industri

190.000.000 187.563.000

Koordinasi Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pembangunan

550.000.000 548.692.800
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Sarana dan Prasarana Industri
Penyusunan, Penerapan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri Provinsi
Maluku

56.700.000 43.203.000

3 Program Perizinan dan
Pendaftaran Perusahaan

99.838.000 99.477.000 99,6

Kegiatan Pengendalian Usaha
Perdagangan Bahan Berbahaya
Pengecer Terdaftar

99.838.000 99.477.000

Kegiatan Pemeriksaan Sarana
Distribusi Bahan Berbahaya

4 Program Stabilisasi Harga
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting

3.049.393.565 3.039.667.840 99,6

Pengendalian Harga, Informasi
Ketersediaan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha
Distribusi Barang Lintas
Kabupaten/Kota yang
terintegrasi dalam Sistem
Informasi Perdagangan

3.049.393.565 3.039.667.840

Kegiatan Operasi Pasar dalam
rangka Stabilisasi Harga
Pangan Pokok yang
dampaknya beberapa daerah
Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) daerah Provinsi

5 Program Pengembangan
Ekspor

313.792.000 249.245.000 79,4

Penyelenggaraan Promosi
Dagang melalui Pameran
Dagang dan Misi Dagang bagi
Produk Ekspor Unggulan

313.792.000 249.245.000

6 Program Standarisasi dan
Perlindungan Konsumen

426.714.826 378.108.776 88,6

Pelaksanaan Perlindungan
Konsumen di seluruh
Kabupaten/Kota

99.860.000 99.026.800
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Pelaksanaan Pengawasan
Barang Beredar dan/atau Jasa
di Seluruh
Kabupaten Kota

199.950.000 199.634.000

Pelaksanaan Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Produk di
seluruh Kabupaten/Kota

126.904.826 79.447.976

Jumlah 17.370.260.146 17.127.807.253 98,6

Sedangkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui DIPA Tahun 2021 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.30
Penyerapan Anggaran Per Program/Kegiatan APBN
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

Tahun 2021

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU (Rp) REALISASI
(Rp)

(%)

A Program Pengembangan
Perdagangan Dalam Negeri
Maluku

830.533.000 830.350.500 99,9

B Pengembangan Fasilitasi
Perdagangan Luar Negeri
Daerah

593.863.000 579.493.000 97,6

C Penumbuhan dan
Pengembangan Industri Kecil
Menengah dan Aneka

1.086.733.000 1.086.370.000 99,9

Jumlah 2.511.129.000 2.496.213.500 99,4
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BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban
tertulis sebagai upaya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk menuju
penyelenggaraan good governance.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyajikan berbagai
keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kinerja Dinas Perindustrian

dan Perdagangan yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Secara umum
capaian sasaran kinerja menunjukkan nilai yang cukup berhasil karena mencapai
95 % sampai 100 %, bahkan terdapat capaian indikator kinerja yang melebihi
100%. Hal tersebut karena adanya komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif
segenap aparatur, masyarakat dan stakeholder terkait.

IV.1. Kesimpulan Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran capaian sasaran kinerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagaimana tertuang dalam
tabel berikut:

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2021

No Sasaran Kinerja Capaian
(%)

Interpretasi
Nilai

1 Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku

96 Sangat
Memuaskan

2 Meningkatnya Pertumbuhan Industri 209 Sangat
Memuaskan
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3 Meningkatnya Cakupan Bina
Kelompok Pengrajin

99,1 Sangat
Memuaskan

4 Meningkatnya Cakupan Bina
Kelompok Pedagang

100 Sangat
Memuaskan

5 Stabilnya Harga Bahan Pokok 99,6 Sangat
Memuaskan

6 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas 103,6 Sangat
Memuaskan

7 Meningkatnya Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga

87,5 Memuaskan

Rata-rata Capaian Kinerja 113,5 Sangat
Memuaskan

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut diatas, maka secara umum
interpretasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

pada Tahun Anggaran 2021 hasilnya adalah “Sangat Memuaskan”.

Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Maluku yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
17.370.260.146,- dan terealisasi penyerapannya sebesar Rp.
17.127.807.253,- atau sebesar 98,6 %.

Sedangkan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
melalui DIPA yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Maluku Tahun 2021 sebesar Rp. 2.511.129.000,- dan terealisasi penyerapan
sebesar Rp. 2.496.213.500,- atau sebesar 99,4 %.

IV.2. Saran

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun
berikutnya, maka perkenankanlah kami memberikan masukan dan saran

sebagai berikut:
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1.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan pemberdayaan
masyarakat dibutuhkan dukunan anggaran, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memfasilitasi Pengrajin
IKM melalui bantuan peralatan maupun infrastruktur yang memadai,
karena sebagian besar anggaran pemberdayaan IKM merupakan hasil

pokok pikiran DPRD sehingga dalam menentukan penerima bantuan tidak
tepat sasaran.

2.Terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
masyarakat, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku

telah mengalokasikan anggarannya, walaupun sebagian besar merupakan
pokok pikiran DPRD. Harapan kami untuk kedepannya kegiatan prioritas
Bapak Gubernur Maluku dan Bapak Wakil Gubernur Maluku tersebut dapat
diperhatikan.
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